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 Meningkatnya kualitas hidup tentu menjadi harapan untuk semua orang, 
dengan diimbangi progresifitas bidang inovasi dan teknologi setiap masyarakat 
berharap untuk kemudahan disetiap sendi kehidupan. Namun hal tersebut 
menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar yaitu bagaimana meningkatkan 
kualitas hidup tanpa mengorbankan kultur budaya yang sudah terbentuk. 
Kenyataanya mayoritas masyarakat pedesaan belum mencerminkan kualitas hidup 
yang tinggi seperti mengabaikan faktor penting yaitu kesehatan. Hal tersebut sudah 
menjadi permasalahan umum di beberapa daerah di Indonesia dimana kawasan 
pedesaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan menghambat 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, 
metode yang dapat digunakan adalah melalui konsep perencanaan kampung cerdas 
atau biasa disebut Smart Village. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 
menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep Smart 
Village dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Jombang. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat 
dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. Metode penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, memahami kejadian di lapangan dengan cara 
mengumpulkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten 
Jombang baik berupa dokumen maupun hasil wawancara dengan informan. 
Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan konsep 
smart village juga dapat dilakukan dengan strategi membangun desa dalam 
kerangka optimalisasi melalui: perubahan paradigma pihak yang berkepentingan, 
penguatan basis komunitas, proteksi komunitas, penguatan sumber daya manusia, 
dan penguatan modal sosial. Dari studi pustaka mengenai pendekatan smart village 
yang ada di dunia dan juga dengan melihat indikator yang digunakan untuk 
menghitung masyarakat berkelanjutan, terlihat bahwa masing-masing pendekatan 
memiliki kekuatannya masing-masing. Faktor pendorong dalam melaksanakan 
konsep smart village adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan 
konsep smart city, dimana hal tersebut mengarah pada kebijakan untuk 
diimplementasikan dengan meningkatkan perhatiannya pada pembangunan desa. 
sedangkan faktor penghambat dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa 
melalui konsep smart village adalah sumber daya manusia yang rendah dimana 
dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah baik dari masyarakatnya atau 
aparatur pemerintah desanya, selain hal tersebut faktor penghambat lainnya adalah 
sistim ekonomi yang rendah yang dimana dapat dilihat dari banyaknya 
pengangguran. 





Bram Danar Jovian, 2021. Village Community Empowerment Strategy 
Through the Smart Village Concept in order to Improve Community Welfare 
(Study at the Regional Development Planning Agency of Jombang). Drs. Abdul 
Wachid, M.AP and Nurjati Widodo, S.AP, M.AP 
Increasing the quality of life is certainly a hope for everyone, balanced with 
the advancement of the field of innovation and technology, every community hopes 
for convenience in every aspect of life. However, this raises some basic questions, 
namely how to improve the quality of life without compromising the culture that 
has been formed. In fact, the majority of rural communities have not reflected a 
high quality of life, such as ignoring an important factor, namely health. This has 
become a common problem in several areas in Indonesia where rural areas with 
high population density will hinder the improvement of people's quality of life. To 
answer these problems, the method that can be used is through the concept of smart 
village planning or commonly called Smart Village. 
The purpose of this study was to determine, describe and analyze the 
implementation of village community empowerment through theconcept Smart 
Village in order to improve the welfare of the community in Jombang Regency. In 
addition, to determine the driving and inhibiting factors in the strategy of 
empowering rural communities in order to improve the welfare of the people in 
Jombang Regency. This research method uses qualitative methods, understands 
events in the field by collecting data from the Jombang Regency Village 
Development Planning Board in the form of documents and the results of interviews 
with informants. 
From the results of the study, it can be concluded that the strategy in 
implementing theconcept smart village can also be carried out by developing 
underdeveloped areas and transmigration implementing a village development 
strategy within an optimization framework through: changing the paradigm of 
interested parties, strengthening the community base, community protection, 
strengthening human resources, and strengthening social capital. From a literature 
study onapproaches smart village that exist in the world and also by looking at the 
indicators used to calculate sustainable communities, it is seen that each approach 
has its own strengths. The driving factor in implementing theconcept smart village 
is the effort to prosper the community with theconcept smart city, where it leads to 
policies to be implemented by increasing their attention to village development. 
while the inhibiting factor in the village community empowerment strategy through 
theconcept smart village is low human resources which can be seen from the low 
level of education either from the community or the village government apparatus, 
in addition to this another inhibiting factor is the low economic system which can 
be seen from number of unemployed. 
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Berlakunya konsep otonomi daerah yang dimulai sejak masa orde baru 
menuntut kelompok masyarakat di daerah untuk mandiri dan sejahtera sehingga 
tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Pada era otonomi saat ini 
menimbulkan persaingan antar daerah dalam konteks positif untuk menjadi daerah 
yang mandiri dan terbaik diantara daerah lainnya. Persaingan ini memberi peluang 
bagi kelompok masyarakat di daerah untuk memajukan dan mengembangkan 
daerahnya sendiri guna menciptakan kesejahteraan yang merata. Demi terwujudnya  
tujuan tersebut, maka pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi dalam 
menjalankan agenda pembangunannya yang di fokuskan pada masyarakat agar 
potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan (Bihamding, 2019). Hal tersebut 
nantinya akan merubah peradaban di sebuah daerah serta mendukung peningkatan 
kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. 
Seiring dengan berkembangnya kemampuan masyarakat dan pemerintah 
dalam mengelola daerahnya, saat ini fokus pembangunan tidak hanya pada lingkup 
kota/kabupaten namun bergeser kearah pedesaan. Munculnya konsep otonomi desa 
merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan yang 
tidak hanya sentralistik di wilayah perkotaan. Saat ini desa menjadi embrio awal 
dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan setiap wilayah 
pedesaan perlu mendapatkan perhatian khsusus dalam skema pembangunan di 






masyarakat pedesaan agar memiliki daya saing yang berkontribusi pada 
pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah 
harus mampu merubah mindset atau pandangan masyarakat pedesaan dalam 
mengangkat derajat sosialnya di mata masyarakat lainnya (Malik, 2019). Tentu saja 
pemerintah tidak dapat berdiam diri, karena bila tidak menjadi fokus perhatian 
pembangunan akan mengakibatkan munculnya status desa tertinggal yang tentunya 
berpengaruh pada lambatnya laju perekonomian daerah.  
Sebagai wujud dari kewewenangan sepenuhnya melalui konsep otonomi 
desa, pemerintah desa diharuskan menjalankan agenda pemerintahannya secara 
mandiri. Hal tersebut berimplikasi pada kemampuan desa untuk dapat mencari 
pemasukan sendiri dalam mengembangkan dan mengelola desanya. Meskipun 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang 
Desa, setiap desa dipastikan akan mendapatkan 600 juta sampai 1,2 milyar per 
tahun melalui dana ABPN namun pada penerapannya desa perlu mencari 
pemasukan lainnya mengingat anggaran tersebut hanya harus dimanfaatkan untuk 
kegiatan rutin desa sedangkan untuk pemasukan tambahan desa perlu menggali 
sendiri potensinya. Kemandirian desa saat ini menjadi isu penting yang harus 
diperhatikan secara terfokus serta diperlukan upaya yang strategis. Fokus kebijakan 
pemerintah pusat kepada desa mengartikan bahwa adanya desentralisasi fiscal 
sebagai bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan 
prioritas pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Sidik, 2015). 
Dalam konteks global, penyusunan perencanaan kemandirian desa 
semakin relevan, supaya bangsa memiliki modal pengetahuan menyongsong 






SDGs (sustainable development goals) (Agusta, 2014). Potensi desa yang harus 
digali bukan hanya Sumberdaya alam (SDA) seperti hasil perkebunan, pertanian, 
atau perternakan namun juga SDM (sumber daya manusia). Meningkatnya hasil 
sumberdaya alam desa tanpa di imbangi dengan peningkatan SDM hasilnya tidak 
optimal dan agenda pembangunanya yang tidak merata serta. Pemerintah desa dan 
masyarakatnya perlu mendapat pendampingan/ guidance dalam skema sistem 
manajemen wilayah pedesaan secara menyuluruh melalui pengelolaan potensi 
sumber daya lokal. 
Secara umum karakter masyarakat desa memiliki ciri-ciri khusus yaitu 
(Suleman et al., 2020) : 
1. Aktifitas kehidupan masyarakat pedesaan sangat erat dengan kekayaan alam 
2. Hail pertanian musiman dimana iklim dan cuaca sangat berpengaruh 
3. Masyarakat desa memiliki sistem kesatuan sosial bahkan kesatuan kerja 
4. Struktur ekonomi lebih bersifat agraria 
5. Hubungan antara masyarakat desa berlandaskan ikatan kekeluargaan yang erat 
(gemmeinschaft) 
6. Progresifitas sosial cenderung lambat dan kontrol sosial diciptakan oleh moral 
dan hukum informal atau hukum adat 
Ke-enam karakter masyarakat pedesaan tersebut menandakan struktur 
perekonomian agraris, meskipun terdapat beberapa wilayah pedesaan yang mulai 
berubah ke struktur industri ataupun jasa. Perubahan struktur ekonomi tersebut 
memang tidak dapat dihindari, namun yang paling penting terjaganya lingkungan 






 Keberlanjutan pembangunan pedesaan harus tetap dijaga, yang berarti desa 
diharuskan memiliki standar bagaimana agenda pembanguna desa tidak melewati 
ambang batas tertentu. Dalam pandangan ekosistem dan pelayanan, layanan publik 
di kawasan harus mendapatkan porsi yang sama dalam pemberian layanan 
(Suleman et al., 2020). Intensitas masing-masing layanan akan berbeda sebab 
perbedaan lokasi dan kegiatan dalam waktu yang sama. Contoh fenomena yang 
mengidentifikasikan keadaan ini adalah pertanian sekaligus pupuk harus mengikuti 
regulasi tentang seberapa banyak pupuk yang dapat dipakai, penggunaan 
insektisida dan pestisida. Keberadaan regulasi tersebut bermaksud untuk menjaga 
lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Berikut ini merupakan 
gambar terkait pandangan ekosistem dan pelayanan berdasarkan Multifunctional 
Rural Land Management Economics and Policies  
Gambar 1.1 








Sumber : Data Sekunder Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah) 
Gambar 1 tersebut memperlihatkan beberapa hal yaitu: Panah keluar atau 
layanan ekosistem, panah kedalam atau investasi dan tata kelola, dua arah panah 






juga menerangkan bahwa sistem ekosistem dan pelayanan di desa banyak yang 
masih menerapkan struktur ekonomi agraris dengan pengelolaan sumberdaya yang 
bisa diproduksi meliputi penanaman padi dan tanaman lainnya, kebutuhan akan 
irigasi dan pupuk. Tata kelola ini adalah kegiatan penting dimana pemerintah harus 
mampu menyediakan pelayanan basic seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, 
dan lembaga keuangan. Jenis layanan yang paling utama selain produksi agrarian 
yaitu bagaimana mengelola sumberdaya tersebut agar mampu mendapatkan profit 
setelah panen tanpa terpengaruh oleh dinamika regulasi kebijakan pusat. 
Tata kelola kawasan pedesaan melibatkan multi sektor seperti pertanian, 
tata ruang, ekonomi, sosial budaya dan sektor lainnya yang dalam kerangka kajian 
ini harus melibatkan sektor satu dengan lainnya dalam sebuah keterkaitan sistem 
secara integrative melalui pengelolaan potensi sumberdaya lokal. Sistem produksi 
sektor pertanian, irigasi, pupuk, dan kehadiran pendekatan agribisnis, pengelolaan 
sumberdaya, kesehatan, listrik, serta air bersih haris menjadi dasar utama 
pembangunan kawasan pedesaan untuk menghadapi tantangan dan peluang 
kedepannya.  
Meningkatnya kualitas hidup tentu menjadi harapan untuk semua orang, 
dengan diimbangi progresifitas bidang inovasi dan teknologi setiap masyarakat 
berharap untuk kemudahan disetiap sendi kehidupan. Namun hal tersebut 
menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar yaitu bagaimana meningkatkan 
kualitas hidup tanpa mengorbankan kultur budaya yang sudah terbentuk. 
Kenyataanya mayoritas masyarakat pedesaan belum mencerminkan kualitas hidup 
yang tinggi seperti mengabaikan faktor penting yaitu kesehatan. Hal tersebut sudah 






pedesaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan 
menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk menjawab 
permasalahan tersebut, metode yang dapat digunakan adalah melalui konsep 
perencanaan kampung cerdas atau biasa disebut Smart Village. 
Inovasi konsep pemberdayaan melalui “Smart Village” didesain sebagai 
enabler pembangunan desa yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Sistem 
pertumbuhan yang cerdas (smart growth), dirumuskan bersama dalam rangka 
mencapai tujuan strategi pertumbuhan yang sifatnya berkelanjutan. Sistem dan 
konsep tersebutt saling terhubung dengan berbagai aspek ekonomi dan memiliki 
implikasi berbeda ketika menyangkut tujuan kebijakan dan hasil yang ingin 
diharapkan (Patnaik et al., 2020). Berbicara mengenai strategi, tujuan kebijakan 
yang saling terkait dapat dihubungkan dengan kerangka kerja konseptual dan 
empiris, pengetahuan dan kapasitas manusia, dan keunggulan kompetitif. Dalam 
perspektif smart growth, muncul beberapa hambatan kedepannya seperti 
identifikasi manfaat di tingkat regional dan membentuk kebijakan khusus yang 
dapat menyamakan dana desa dengan beberapa pilihan kebijakan yang relevan 
(Sutriadi, 2018). Maka dari itu, mengembangkan konsep Smart Village di kawasan 
pedesaan dilakukan secara partisipatif dan integratif melalui pengelolaan potensi 
sumberdaya lokal.  
Pengelolaan potensi sumberdaya lokal dengan berlatar belakang Smart 
Village diwujudkan melalu beberapa aspek diantaranya (Patnaik et al., 2020): 
1. Segala potensi sumberdaya lokal yang dimiliki harus dimanfaatkan terutama 






2. Semua aktor kelembagaan yang terlibat harus menyesuaikan perannya dalam 
menjaga pembangunan desa secara produktif terutama sektor ekonomi namun 
tetap memberhatikan kindisi lingkungan. 
3. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat desa baik pada sektor 
pendidikan, kesehatan, irigasi, sanitasi, air bersih dan kebutuhan primer 
lainnya. 
4. Terbangunnya desa menjadi sebuah wilayah desa mandiri dengan sistem tata 
kelola yang efektif dan efisien. 
Pada hakikatnya konsep dasar Smart Village    adalah sebuah konsep 
yang menggambarkan bagaimana suatu desa mampu menyelesaikan berbagai 
permasalahan dengan cepat dan tepat (Fennell et al., 2018). Beberapa studi 
literature menjelaskan bahwa tiap pendekatan desa mengunakan Smart Village    
memiliki studi kasus yang berbeda beda. Secara umum kondisi desa di negara 
berkembang seperti Indonesia membangun konsep yang berfokus pada 
permasalahan utama yaitu SDM (Ella & Andari, 2018). Edukasi masyarakat atau 
reformasi nilai adalah bagian dari ekosistem Smart Village    dan edukasi ini 
diperlukan untuk mendukung keberlanjutan di daerah tersebut. 
Semakin banyaknya pendekatan Smart Village    yang dibuat baik oleh 
masyarakat sendiri maupun oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka 
penerapan Smart Village   , maka dipilih pendekatan dan model pengembangan 
yang dilakukan oleh LIPI dalam (Herdiana, 2019) seperti yang tersaji pada gambar 

















Sumber : (Herdiana, 2019) 
Gambar 2 tersebut adalah model dari pengembangan konsep Smart 
Village    dimana pola pengembangan tersebut telah diinisiasi oleh kelompok 
masyarakat yang memiliki tujuan supaya desa dapat memanfaatkan teknologi 
informasi guna kemajuan desanya. Oleh sebab itu berdasarkan gambar tersebut 
dapat diambil kesimpulan bahwa model pengembangan Smart Village    memiliki 
4 (empat) pilar utama, yaitu: 
1. Smart People (Masyarakat yang cerdas) 
2. Smart Governance (Tata kelola desa yang cerdas) 
3. Smart Economy (Ekonomi yang cerdas) 
4. Smart Environment/Living (Lingkungan yang cerdas) 
Ke-empat pilar tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan untuk membentuk sistem Smart Village   . Sementara itu membangun 
desa dengan berkonsep Smart Village    tidak hanya memfokuskan pada 
kecanggihan teknologi di satu desa saja, tapi ada beberapa hal yang lebih utama 






menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu, kesadaran masyarakat 
perlu ditumbuhkan untuk menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas 
pelayanan di desa agar lebih mampu memberikan kenyaman dan kepuasan kepada 
masyarakat. 
Setelah mengetahui empat pilar yang membentuk Smart Village, maka 
indicator-indikator yang diperlukan dalam mengukur kesiapan dari keempat pilar 
tersebut harus mampu diketahui sehingga kondisi saat ini dari desa dapat 
diketahui. Indikator tersebut nantinya dapat menggambarkan kondisi kesiapan 
yang sesuai dengan konsep pengembangan Smart Village, sementara itu setelah 
mengetahui tingkat kesiapan dari masing-masing pilar dalam unsur Smart Village, 
maka kemudian dilakukan pengukuran terhadap unsur-unsur yang dapat 
membentuk desa dari aspek internal maupun aspek eksternal. 
Kabupaten Jombang adalah salah satu wilayah yang berasa di provinsi 
Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamayan yang mencakup 306 
desa dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan berada pada Kecamatan Jombang, dan 
Kecamatan Ngusikan adalah kecamatan baru hasil pemekaran pada tahun 2001. 
Program pemberdayaan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Jombang sebenarnya sudah ada dan tersedia namun belum terlalu berpengaruh 
pada peningkatan kapasitas masyarakatnya. Hal ini perlu di evaluasi secara 
menyeluruh untuk meminamalisir adanya masyarakat yang tertinggal atau desa 
tertinggal. Kultur masyarakat desa di Kabupaten Jombang masih sama dengan 
daerah di Jawa Timur lainnya yaitu memiliki basic kekuatan adat dan budaya. 






Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, karakter masyarakt seperti ini cenderung 
tertutup dan kurang cepat dalam menerima perkembangan zaman.  
Kabupaten Jombang adalah salah satu wilayah yang tumbuh diantara 
Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Posisi yang strategis berada di lintasan 
jalan otonomi nasional. Kabupaten Jombang memiliki tagline Jombang Beriman 
artinya bersih, indah, dan nyaman. Masyarakat luar juga mengenal Kabupaten 
Jombang sebagai kota santri. Hal tersebut cukup beralasan sebab Kabupaten 
Jombang memiliki banyak pondok pesantren dan salah satu terbanyak di Provinsi 
Jawa Timur. Pusat pertumbuhan Kabupaten Jombang bertumpu pada sektor 
pertanian, perkebunan, perternakan, dan perdagangan. Oleh sebab itu, pemerintah 
Kabupaten Jombang berupaya terus meningkatkan potensi pertumbuhan yang 
dimiliki melalui program-program pemberdayaan masyarakat desa. 
Mayoritas masyarakat desa di Kabupaten Jombang masih memiliki pola 
pikir yang tradisional dan bisa dikatakan masih awam tentang konsep ekonommi 
dan pemberdayaan. Mayoritas masyarakat hanya berfikir untuk menghidupi diri 
dan keluarganya sendiri. Cara pandang yang demikian tentu harus dirombak dan 
dirubah sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Perlunya 
diadakan pendampingan dan sosialisasi secara intens agar masyarakat dapat 
berpartisipasi aktif dalam agenda pembangunan kedepannya. Belum optimalnya 
partisipasi masyarakat juga bisa disebabkan belum mandirinya lembaga desa 
seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes juga terkadang diterapkan 
secara top down artinya dibentuk atas dasar inisiatif pemerintah namun belum 






BUMDes tidak mendapatkan respon yang aktif dari masyarakat desa serta lebih 
didasarkan pada kemauan sekelompok masayarakat saja. 
Selain itu, program pemberdayaan desa yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Jombang belum memberikan kontribusi yang menyeluruh untuk 
pembangunan Kabupaten Jombang kedepannya. Banyak sekali faktor yang 
mempengaruhinya, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi agar dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang 
ada di Kabupaten Jombang. Inovasi dan kreatifitas masyarakat juga perlu 
dikembangkan agar potensi yang terpendam dapat dikeluarkan. Sebagian besar 
program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Jombang belum menjaga 
keberlanjutan yang menyebabkan program yang dilakukan tidak 
berkesinambungan, padahal idealnya sebuah program pemberdayaan harus selalu 
memiliki lanjutan.  
Fakta empiris lainnya memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat 
Kabupaten Jombang cenderung pasif dan menerima apa saja hasil keputusan. Hal 
tersebut terlihat saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
dimana mayoritas hasil musyawarah berasal dari masukan-masukan tahun 
sebelumnya yang disajikan oleh pemerintah. Mereka cenderung menerima 
masukan tersebut dan tidak benar-benar memberi masukan yang inovatif dan 
solutif.  
Optimalisasi penggunaan dana keuangan desa pun menimbulkan 
masalah baru dimana sistem pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara 
ideal. Dana keuangan desa yang berjumalah ratusan juta hingga milyaran tidak 






Jombang. Hal tersebut terbukti dari pra riset peneliti dilapangan dimana aparatur 
desa membenarkan bahwa sistem keuangan desa (SISKUDES) cenderung tidak 
terkelola dengan baik. Didalam beberapa kasus bahkan sitem monitoring dan 
pengawasan nya tidak berjalan dan hanya terimplementasikan dalam bentuk 
laporan keuangan semata. Hal tersebut mengindikasikan pengelolaan dana desa 
yang berjumlah milyaran tidak berdampak nyata terhadap perkembangan 
kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Jombang. 
Cara pandang masyarakat yang menilai bahwa konsep pembangunan 
tertuju pada membangun fisik semata seperti pelebaran jalan, gorong-gorong 
ataupun sarana infrastruktur lainnya. Hal tersebut memang benar namun mayoritas 
masyarakat pedesaan Kabupaten Jombang belum melihat sisi lain dari terminologi 
pembangunan lainya yaitu pembangunan non fisik. Jika pembangunan hanya 
difokuskan pada fisik tentunya tidak akan berhasil bila tidak diimbangi dengan 
kapasitas sumberdaya manusianya. Pada dasarnya pembagunan non-fisik 
menitikberatkan pada pengelolaan sumberdaya manusia guna mengahadapi era 
keterbukaan global saat ini. Dana desa yang berjumlah tidak sedikit tersebut harus 
juga melihat dari sisi pembangunan SDM seperti pemberdayaan, pelatihan kerja, 
ataupun pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan. 
Pembangunan SDM dan non-fisik menjadi faktor kunci keberhasilan 
pembangunan bukan hanya di Kabupaten Jombang tapi juga di seluruh masyarakat 
pedesaan di Indonesia. 
Pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang perlu mendapatkan 
perhatian khusus bahkan perlu dilakukan pendampingan. Hal tersebut dilakukan 






benar menjawab permasalahan yang ada di daerahnya. Selain itu, peran akademisi 
dan peneliti sangat berguna untuk memberikan konsep inovasi pemeberdayaan 
masayarakat seperti Smart Village ini.  
Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal 
mengenai nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 masih terdapat desa 
di Kabupaten Jombang memiliki nilai IDM dibawah 0.7000. Hal tersebut 
mengindikasikan belum meratanya pembangunan fisik maupun nonfsik desa. 
Meskipun secara rata-rata nilai IDM Kabupaten Jombang dikategorikan mandiri 
namun masih banyak desa yang berkategori berkembang. Kondisi ini memperkuat 
permasalahan bahwa pengelolaan dana desa yang masih belum merata dalam 
konteks pembangunan. Berikut adalah table nilai IDM Desa Kabupaten Jombang 
yang memiliki nilai kurang dari 0.7000: 
Tabel 1.1. Status Desa Berkembang di Kabupaten Jombang Tahun 2020 
NO Nama Desa Nilai IDM Status Desa 
1 Pagerwojo 0.6314 Berkembang 
2 Sumberagung 0.6310 Berkembang 
3 Kedungpapar 0.6298 Berkembang 
4 Kepuhkajang 0.6251 Berkembang 
5 Brudu 0.6235 Berkembang 
6 Ngumpul 0.6202 Berkembang 
7 Trawasan 0.6200 Berkembang 
8 Palerejo 0.6192 Berkembang 
9 Budugsidorejo 0.6162 Berkembang 
10 Banjardowo 0.6010 Berkembang 
Sumber : (Madjid, 2020) 
Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal seperti yang tertuang 
pada pargraf diatas mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Jombang. 
Perlu adanya strategi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk merubah 






masyarakat namun secara menyeluruh. Faktor inovasi dan kreatifitas sangat 
penting untuk dimunculkan bila berbicara tentang pemberdayaan masyarkat dan 
dapat diproyeksikan kepada kesejahteraan yang lebih merata. Salah satu konsep 
yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten 
Jombang adalah Smart Village. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui 
Konsep Smart Village    dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan 




Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 
pokok sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep Smart 
Village    dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Jombang? 
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam strategi pemberdayaan 
masyarakat desa melalui konsep Smart Village    dalam rangka meningkatkan 










Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni : 
1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat desa melalui konsep Smart Village    dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. 
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan 
penghambat dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep 
Smart Village    dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten Jombang. 
1.4.Kontribusi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan manfaat 
bagi peneliti namun juga berbagai pihak, yaitu: 
1. Manfaat secara teoritis 
a. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sistematis 
serta analistik dalam menyikapi fenomena yang terjadi dan menjadi sebuah 
usaha menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 
b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, maupun kajian 
mendalam mengenai program rehabilitasi sosial bagi penyandang 
disabilitas netra. 
2. Manfaat secara praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 







b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dalam program 
pemberdayakan masyarakat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait 













2.1.1. Pengertian Pembangunan 
Pembangunan umumnya didefinisikan sebagai suatu rangkaian usaha 
untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang 
ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan 
bangsa (Suryono, 2010). Istilah pembangunan memiliki persamaan dengan istilah 
perubahan, dimana kedua istilah ini masing-masing memiliki sisi yang positif dan 
negatif, tergantung kepada apa dan siapa yang akan dirubah, serta bagaimana 
perubahan tersebut dilakukan. Selaras dengan pendapat diatas, (Nain & Yusoff, 
2003) mengungkapkan bahwa: 
“Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional 
yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap 
masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar 
akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, 
serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu 
harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian 
sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan 
dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang 
ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan 
yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual." 
 
(Suryono, 2010) menambahkan jika pembangunan merupakan upaya yang 
secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, sehingga jika terdapat 
kegiatan atau program dari pemerintah untuk masyarakat yang terjadi secara 
insidentil atau sporadis tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. 
Disamping itu, pembangunan sangat berkaitan erat dengan Pancasila yang 
merupakan sebuah paradigma bagi pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, 






kehidupan manusia, yakni di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan 
pertahanan. 
Menurut (Huraerah, 2008), terdapat beberapa faktor yang dapat 
menunjang keberhasilan pembangunan, antara lain: 
a. Adanya kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosialnya, sehingga 
mampu mengenal masalah mereka sendiri 
b. Keinginan dan ikut sertanya masyarakat dalam mencari alternatif pemecahan 
masalah 
c. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, 
sehingga masyarakat dapat berpatisipasi dalam melaksanakan dan 
memonitoring program kegiatan sosial 
d. Penyebaran metode swadaya berswadaya 
e. Adanya bimbingan dan bantuan dari Pemerintah, dimana pemerintah 
memegang peranan penting dalam penggunaan prosedur berdasarkan 
perundang-undangan yang ada, penetapan standar pelayanan, bimbingan dan 
pengarahan teknis, serta bantuan maupun subsidi. 
Dalam penelitian ini salah satu pembangunan yang dibahas ialah 
pembangunan kesejahteraan sosial, dimana menurut (Fakih, 2002) ialah: 
“Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang 
terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi 
sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, 
mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-
institusi sosial. Sedangkan tujuan dari pembangunan kesejahteraan 
sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan 
merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang 








Dengan demikian, dapat disimpulkan jika pembangunan merupakan suatu 
upaya dan kegiatan secara nasional, dimana penyelenggaraan kegiatannya bukan 
hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan seluruh aparatur 
birokrat. Namun, seluruh stakeholders seperti dunia usaha, politisi, akademisi, serta 
masyarakat memiliki peran yang sama dalam menyelenggarakan program 
pembangunan. Proses pembangunan juga terjadi seluruh aspek kehidupan 
masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kesejahteraan masyarakat 
menjadi tujuan utama dari pembangunan yang harus dicapai sehingga dalam 
pelaksanaannya haruslah berjalan pada semua aspek, khususnya aspek sosial. 
2.1.2. Tujuan Pembangunan 
Seperti yang diungkapkan (Solikatun & Masruroh, 2014) terdapat 3 tujuan 
inti dari suatu proses pembangunan, yakni sebagai berikut: 
a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam 
barang kebutuhan hidup yang pokok-seperti pangan, sandang, papan, 
kesehatan, dan perlindungan keamanan. 
b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 
pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan 
kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas 
nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya 
untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga 
menambahkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 
c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu 
serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka 
dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya 










2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial 
Kesejahteraan sosial memiliki berbagai pengertian dan makna. Dalam 
konteks pembangunan nasional, kesejahteraan sosial merupakan bagian yang 
sangat penting dari bidang pembangunan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan 
kebudayaan. Adapun definisi kesejahteraan sosial menurut (Adi, 2004): 
“Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dari 
pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang bermaksud 
membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai 
tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan 
personal dan sosial yang memberi kesempatan untuk memperkembangkan 
seluruh kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan 
kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.” 
 
Sedangkan menurut (Suharto, 2005) kesejahteraan sosial memiliki tiga 
makna yang berbeda dengan substansi yang sama. Kesejahteraan sosial pada 
intinya mencakup tiga hal berikut ini, yakni: 
a. Kondisi kehidupan atau keadaan yang sejahtera, yaitu terpenuhinya 
segala bentuk kebutuhan hidup khusunya yang bersifat mendasar seperti 
makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, maupun perawatan 
kesehatan. 
b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 
kesejahteraan sosial dan berbagai jenis profesi kemanusiaan yang 
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 






melaksanakan tugas-tugas profesionalnya sebagai upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
c. Segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial 
bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang 
beruntung (disadvantaged groups) untuk mencapai kondisi sejahtera. 
Kesejahteraan sosial di Indonesia pun telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, 
pasal 2 ayat 1 yang berbunyi  
“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual 
yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir 
bathin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan 
usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial 
yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan 
Pancasila.” 
 
Selaras dengan hal tersebut, (Husna, 2014) berpendapat bahwasanya 
kesejahteraan sosial berkaitan dengan suatu kondisi sosial bilamana masalah-
masalah sosial yang terjadi dapat diatasi secara memuaskan, kebutuhan sosial 
dapat terpenuhi dengan baik, dan memiliki rasa aman dalam hidup serta 
kesempatan sosial yang terbuka secara bebas. Berdasarkan berbagai definisi yang 
telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan jika kesejahteraan sosial 
merupakan suatu kondisi dimana masyarakat berada pada pada tingkatan hidup 
yang ideal, artinya yakni kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, 
psikologis, jaminan rasa aman, tenang, dan tentram dapat terpenuhi sesuai dengan 
nilai dan kaidah yang berlaku. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 






penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dalam empat hal, yakni 
sebagai berikut : 
1) Rehabilitasi sosial untuk memulihkan serta mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar seperti orang-orang normal. 
2) Jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan 
sosial, bantuan langsung berkelanjutan serta tunjangan berkelanjutan 
bagi masyarakat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial 
ekonomi. 
3) Pemberdayaan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan 
masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mereka 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. 
4) Perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari 
guncangan maupun kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, 
dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai 
dengan kebutuhan dasar minimal. 
Sebagai upaya penyelenggaraannya, tentu diperlukan sarana dan 
prasarana yang memadai. Selaras dengan hal tersebut pada pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
dijelaskan dalam menyelenggarakan berbagai program tersebut diperlukan sarana 
dan prasarana seperti panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan 
pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan 
sosial. Roebyantho, et al (2010:29) juga berpendapat bahwasanya diperlukan 






sosial dan masyarakat yang seluruhnya terlibat dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. Sedangkan lembaga kesejahteraan merupakan sebuah 
organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum 
dan tidak berbadan hukum. 
Disamping itu, pemerintah pun telah memberikan perhatian khusus pada 
kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Hal tersebut tercermin pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang menjelaskan bahwa terdapat 
berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yakni 
meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan 
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan penyandang disabilitas 
itu sendiri. 
2.2.2. Fungsi Kesejahteraan Sosial 
Pada dasarnya, kesejahteraan sosial merupakan suatu fungsi yang 
terorganisasi dari berbagai kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk 
memungkinkan individu ataupun kelompok masyarakat dapat menanggulangi 
masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. Terdapat lima 
fungsi pokok kesejahteraan sosial sebagaimana konsep PBB yang dikutip oleh 
(Suryono, 2014) yakni meliputi hal berikut : 
a. Perbaikan secara progresif kondisi-kondisi individu maupun sekelompok 






b. Pengembangan sumber daya manusia, meliputi menggali dan menggerakkan 
potensinya. 
c. Berorientasi terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri. 
d. Penggerakan  dan penciptaan berbagai sumber komunitas untuk tujuan-tujuan 
pembangunan. 
e. Penyediaan berbagai struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-
pelayanan yang terorganisir lainnya. 
2.2.3. Tujuan Kesejahteraan Sosial 
Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan sebagai 
berikut : 
a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 
b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 
c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 
menangani masalah kesejahteraan sosial; 
d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia 
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga 
dan berkelanjutan; 
e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 
berkelanjutan; dan 
f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. 
 
2.2.4. Indikator Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Pedesaan 
Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan produktivitas dan 
produksi pertanian, maupun memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa. Pada 
repelita I tahun 1969, prioritas utamanya adalah melakukan definisi ulang dari 
kebijakan pertanian. Penekanan pertama pada usaha meraih pemenuhan sendiri 






diharapkan akan menaikkan pendapatan masyarakat desa dan memperbaiki standar 
kehidupan petani desa (Winarno, 2008).  
Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun perdesaan adalah 
bagaimana pengembangan kawasan perdesaan bisa seimbang dengan kawasan 
perkotaan. Untuk mewujudka keseimbangan kawasan antara desa dan kota tersebut, 
perlu diperhatikan empat pilar dalam pengembangan kawasan perdesaan yang 
berkelanjutan. Empat pilar tersebut antara lain: (1) Peningkatan kualitas SDM 
perdesaan (community empowerment), (2) Peningkatan kualitas sarana prasarana 
perdesaan (infrastructure improvement), (3) Peningkatan kualitas kehidupan sosial 
dan ekonomi (economic livelihood improvement), dan (4) peningkatan kualitas 
lingkungan dan warisan budaya lokal (conservation and cultural preservation) 
(Bhudianto, 2015).  
Pembangunan perdesaan pada dasarnya merupakan suatu proses 
modernisasi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia kearah kehidupan dan 
penghidupan yang lebih baik di masa mendatang. Secara umum dapat dikemukakan 
tiga unsur utama yang perlu diperhatikan bagi keberhasilan pembangunan 
perdesaan yaitu: (1) keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, 
(2) munculnya gagasan baru dalam masyarakat mengenai kehidupan di masa 
datang, dan (3) adanya teknologi tepat guna dan padat karya (Suharto, 2005). 
2.3. Smart Village    
Dasar penerapan dari Smart Village    merupakan pengembangan dari 
konsep smart city yang telah lama diterapkan. Pengembangan konsep smart city 
tersebut diawali dengan meratakan gagasan kecerdasan yang terkendali. Popolasi 






kemudian ide-ide yang telah diterapkan di kota (smart city) coba dikembangkan di 
desa (Smart Village   ). Penerapan Smart Village    pada negara-negara berkembang 
dunia memiliki fokus pada sektor pembangunan (Patnaik et al., 2020).  
Pengertian Smart Village    menurut (Ella & Andari, 2018) didefinisikan 
sebagai desa yang mampu mencukupi kebutuhan secara mandiri serta tidak 
bergantung pada pihak lain dengan cara memberdayakan sumber daya manusia 
melalui pemanfaatan sumber daya alam desa dan penggunaan teknologi secara tepat 
berbasis manajemen serta partisipatif. Dimensi yang dibutuhkan dalam penerapan 
Smart Village    dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Satu, Sumber daya yang mencakup 
manusia, lahan, air dan energy. Kedua institusi di dalamnya terdiri dari pemerintah 
desa kelompok sukarela (selfhelp group), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan laboratorium penelitian. Ketiga teknologi yang terdiri dari biaya terjangkau, 
mudah diakses (user friendly), efisien dan tahan lama, dan perawatan mudah. 
Keempat, keberlanjutan didalamya terdiri dari ramah lingkungan, efisien dan layak 
guna, dapat digunakan dalam jangka panjang, pendekatan desentralisasi.  
Indonesia adalah salah satu negara yang tepat menerapkan konsep Smart 
Village, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan area pedesaan. 
Harapan dari penerapan Smart Village di Indonesia adalah sebagai bentuk 
kemandirian. Artinya bahwa desa memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian desa sangatlah kental dengan 
aspek historis dan strategis yang sampai sekarang menjadi identitas dari desa. 
Meskipun desa merupakan bagian dari kabupaten, namun desa memiliki pengakuan 






gotongroyong, kekeluargaan, musyawarah (demokrasi, kemandirian, partisipasi, 
kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan) (Suharto, 2005).   
Terdapat 9 (sembilan) tujuan penerapan Smart Village di Indonesia 
menurut (Sutriadi, 2018), yaitu:  
1. Memberikan pengakuan dan rasa hormat atas keanekaragaman yang dimiliki 
oleh desa.  
2. Kejelasan tentang status hukum desa yang berlaku dalam sistem konstitusi 
Republik Indonesia.  
3. Melestarikan dan mempromosikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.  
4. Mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk 
mengembangkan potensi serta aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
5. Membangun pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisiensi, 
transparan dan akuntabel.  
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.  
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa  
8. Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan untuk mengurangi 
kesenjangan sosial dan pembangunan desa.  
9. Menguatkan peran masyarakat desa untuk mempromosikan konsep 
kemandirian, konservasi pelestarian alam, budaya dan peningkatan 
pendapatan sektor pertanian.  
 
(Sutriadi, 2018) menyebutkan bahwa terdapat 8 (depalan) faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan konsep Smart Village di Indonesia adalah:  
1. Community’s integrity. Merupakan bentuk kesediaan masyarakat dalam 
mengembangkan kapasitas untuk mempromosikan pencapaian kualitas hidup 
yang lebih baik.  
2. History and cultural. Karakteristik yang ada di dalam sejarah dan kebudayaan 
yang ada di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan untuk 
perkembangan pengetahuan dari masa ke masa.  
3. Spatial context in urban and regional planning perspective. Daerah pedesaan 
menjadi komponen integratif yang memadukan sistem tata ruang di 
lingkungan pedesaan dengan skala konsep nasional.  
4. Economic sectors. Sektor ekonomi dapat memfasilitas hubungan antara sektor 
primer, sekunder, dan sekunder untuk menumbuhkan kesetaraan wilayah 
pedesaan dengan perkotaan.  
5. Technology readiness. Kesiapan teknologi dapat memberikan konektivitas 
antara wilayah pedesaan dengan perkotaan yang dapat berimplikasi pada 
konsep kecerdasan dalam mempromosikan potensi yang dimiliki wilayah 
pedesaan.  
6. Technological impacts. Dampak teknologi yang ada di dalam lingkungan 






Kemudian adanya efek substitusi untuk meningkatkan fisik pedesaan yang 
terbatas dapat digantikan oleh aliran virtual pedesaan. Selanjutnya ada efek 
generasi yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi pedesaan agar lebih 
memikirkan efek berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antara desa 
dan kota. antara infrastruktur fisik dan telekomunikasi seiring bertumbuhnya 
kegiatan ekonomi desa.  
7. Technical and political processes. Proses ini sebagai terjemahan inovasi dari 
kebijakan pemerintah desa sebagai tindakan kolektif sebagai bentuk 
mempromosikan kondisi pedesaan yang lebih baik.  
8. Stakeholders. Golongan yang sangat berpengaruh dalam berpartisipasi dan 





2.4.1. Pengertian Strategi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan ilmu siasat 
perang, serta akal atau cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Namun dalam 
abad modern saat ini penggunaan kata strategi tidak hanya terbatas pada konsep 
sempit seni dalam peperangan, tetapi mencakup banyak hal dan ilmu. Dalam 
pengertian umum, strategi ialah cara untuk mendapatkan kemenangan atau 
pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang 
menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-
budaya dan pertahanan keamanan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Sumarsono, 2001). 
Strategi merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber 
daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang 
efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Oja, 2016). 
Sedangkan (Pasolong, 2010) berpendapat jika strategi merupakan sebuah kiat, cara 
dan/atau taktik yang dirancang secara sistemik dalam menjalankan fungsi-fungsi 
manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 
Selaras dengan pendapat tersebut, (Suaedi, 2019) menyatakan bahwa strategi 
merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 
pada tujuan jangka panjang yang dikehendakinya, disertai dengan penyusunan 
suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. 
Adapun konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada tiga hal yang 
perlu dilakukan melalui teori ACTORS. Pertama, pembangunan perlu diarahkan 






masyarakat guna menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, 
kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan lebih 
besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, 
pembangunan perlu diarahkan pada koordinasi (Dt, 2011). 
Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan jika strategi 
merupakan sebuah rencana untuk menentukan serta mencapai tujuan organisasi dan 
implementasi misinya. Rancangan tersebut yakni meliputi: tujuan, kebijakan serta 
tindakan yang harus dilakukan. Strategi pun dapat gagal dilaksanakan ketika 
organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang 
diusahakan, dan apa yang dilakukan. Oleh karena itu penyusunan strategi haruslah 
memperhatikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang. 
Supaya menghasilkan strategi yang tepat, umumnya harus mengandung 
kriteria konsisten secara intern, realistik, berfokus pada mencari peluang, 
penyelesaian akar masalah, meningkatkan customer value, menonjolkan 
keunggulan kompetitif, fleksibel, mudah dilaksanakan dalam organisasi, dan 
tanggap kepada lingkungan eksternal (Darusman & Wijaya, 2020). (Darusman & 
Wijaya, 2020) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi, 
yakni sebagai berikut : 
a. Harus menjelaskan dan menginterprestasikan masa depan, tidak hanya 
masa sekarang 
b. Arahan strategi harus dapat menentukan rencana, dan bukan sebaliknya, 
rencana yang menentukan strategi 







d. Harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas 
e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal 
f. Fleksibilitas adalah sangat esensial 
g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang 
Sebagai upaya untuk menjamin supaya strategi dapat berhasil 
dilaksanakan dengan baik, (Lestari, 2013) memberi beberapa petunjuk sebagai 
berikut : 
2) Strategi harus konsisten dengan lingkungannya, dimana strategi dibuat 
mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang 
memberi peluang untuk bergerak maju 
3) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, melainkan 
tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi 
yang dirancang maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan 
strategi yang lain, dan jangan bertentangan atau bertolak belakang satu 
sama lain tetapi harus diserasikan satu dengan yang lain 
4) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan seluruh 
sumber daya dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang lain. 
Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi 
seringkali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari 
unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu 
tersebut justru merugikan pihak organisasi 
5) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang menjadi 






kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk 
menempati posisi kompetitif yang lebih kuat 
6) Sumber daya merupakan sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah 
sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak 
dan dapat diimplementasikan 
7) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar 
agar tidak menjerumuskan organisasi ke dalam masalah yang lebih besar. 
Dengan demikian, hendaknya strategi harus selalu dikontrol dengan baik 
8) Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah 
dicapai 
9) Tanda-tanda suksesnya sebuah strategi ditandai dengan adanya 
dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif serta semua 
pimpinan unit di dalam organisasi 
Dengan demikian, suatu organisasi yang sedang menjalankan strateginya 
harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya, sehingga strategi 
yang dijalankan tidak bertentangan melainkan selaras dengan kondisi lingkungan. 
Strategi pun dapat berjalan dengan baik jika suatu organisasi mampu melihat 
kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahannya. 
Sehingga dapat dikatakan jika strategi merupakan perluasan misi guna 
menjembatani organisasi dengan lingkungannya. 
2.4.2. Jenis-Jenis Strategi 
Tterdapat berbagai jenis strategi yang dapat diadaptasi dalam organisasi 








a. Strategi Agresif 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan mendobrak penghalang, rintangan atau 
ancaman untuk mencapai keunggulan atau prestasi yang ditargetkan. 
b. Strategi Konserpatif 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan dengan cara yang sangat berhati-hati 
disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. 
c. Strategi Difensif (Strategi Bertahan) 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan untuk mempertahankan kondisi 
keunggulan atau prestasi yang telah dicapai. 
d. Strategi Kompetitif 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan untuk mewujudkan keunggulan yang 
melebihi organisasi non-profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya 
sebagai aparatur pemerintah. 
e. Strategi Inovatif 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan agar organisasi non-profit selalu tampil 
sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya di 








f. Strategi Diversifikasi 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan berbeda dari strategi yang biasanya 
dilakukan sebelumnya, atau strategi yang dipergunakan organisasi profit 
lainnya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan 
melaksanakan pembangunan. 
g. Strategi Preventif 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki  
kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang 
diperintahkan organisasi atasan. 
Disamping strategi yang telah dijelaskan diatas, masih menurut (Nawawi, 
2003) terdapat berbagai alternatif lain yang dapat digunakan dalam organisasi non-
profit, yakni sebagai berikut : 
a) Strategi Reaktif 
Strategi ini dalam membuat berbagai program dan mengatur langkah-
langkah atau tindakan bersikap menunggu dan hanya memberikan 
tanggapan jika telah memperoleh petunjuk, pengarahan, pedoman 
pelaksanaan, dan lain-lain dari organisasi atasannya. 
b) Strategi Oposisi 
Strategi ini dalam membuat berbagai program dan mengatur langkah-
langkah atau tindakan bersikap menolak dan menantang atau setidaknya 
menunda pelaksanaan setiap perintah, petunjuk, pengarahan, bahkan 






dinilai tidak menguntungkan, mempersulit, atau tidak mungkin 
dilaksanakan karena tidak mungkin mewujudkan keunggulan atau 
prestasi yang diinginkan. 
c) Strategi Adaptasi 
Strategi ini dalam  membuat berbagai program dan mengatur langkah-
langkah atau tindakan dengan mengadaptasi dari organisasi non-profit 
lain. Strategi ini dilakukan di lingkungan organisasi non-profit bidang 
pemerintahan yang pada umumnya harus mengimplementasikan 
peraturan perundangan-undangan, petunjuk, pengarahan, dan pedoman 
dari sumber yang sama pula. 
d) Strategi Ofensif 
Strategi ini dalam membuat berbagai program dan mengatur langkah-
langkah atau tindakan selalu berusaha memanfaatkan semua dan setiap 
peluang, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan pengarahan, petunjuk, 
pedoman, peraturan dari organisasi atasan, bahkan dengan perundang-
undangan yang berlaku bagi semua organisasi non-profit bidang 
pemerintahan. 
e) Strategi Menarik Diri 
Strategi ini dilakukan dengan kecenderungan menghindari untuk 
membuat berbagai program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan 
sesuai petunjuk, pengarahan dan pedoman karena beberapa alasan. 
Diantaranya karena menghindar dari tanggung jawab yang berat, 
organisasi memiliki kinerja yang relatif rendah, program yang tidak 






f) Strategi Kontinjensi 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah atau tindakan sebagai cara pemecahan masalah, dengan memilih 
alternatif yang paling terbaik di antara berbagai alternatif yang ada sesuai 
dengan petunjuk, pengarahan, dan pedoman dari organisasi atasan, 
bahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
g) Strategi Pasif 
Strategi ini dilakukan dengan membuat berbagai program dan mengatur 
langkah-langkah dan tindakan mengikuti perintah, petunjuk, pengarahan, 
pedoman dan perundang-undangan yang berlaku, dan lebih dominan 
pada pelaksanaan pekerjaan rutin yang sudah berjalan lancar. 
Namun perlu dipahami jika tidak semua dari setiap strategi yang telah 
diuraikan diatas dapat dipergunakan dalam sebuah organisasi non-profit bidang 
pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasinya. Strategi tersebut harus dipilih 
yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis internal dan eksternalnya. Setiap 
organisasi dalam waktu yang sama pun memungkinkan untuk menggunakan dua 
atau lebih strategi yang saling menunjang, tetapi tidak mungkin menggunakan dua 
atau lebih strategi yang bertentangan. 
2.4.3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Konsep Smart 
Village    
Pada hakikatnya strategi pemberdayaan masyarakat harus mampu 
diwujudkan dalam bentuk, tahapan, dan model pengembangannya. Strategi yang 
terukur adalah mampu di ejawantahkan dari sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi 
sesuatu yang konstruktif dan dapat dijalankan. Menurut pendapat (Muslim, 2012) 






dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebab itu diperlukan bentuk, 
tahapan, dan model pengembangan pemberdayaan masyarakat. 
a. Bentuk kegiatan Smart Village    
Bentuk penyelenggaraan Smart Village    berorientasi pada perkembangan 
teknologi dan informasi dalam konteks masyarakat. Kondisi ini terjadi hampir di 
seluruh aspek kehidupan sehari-hari (Herdiana, 2019). Penelitian oleh (Somwanshi 
et al., 2016) yang berjudul Study and Development of Village as a Smart Village    
menyebutkan bahwa dalam mewujudkan desa pintar maka perlu menyediakan 
berbagai layanan, seperti: 
1) Pengolahan air limbah yang telah terkontaminasi di dalam tanah (magic pit 
or soak pit),  
2) Mengelola limbah padat (solid waste management),  
3) Pemurnian air dengan menggunakan teknologi tepat guna (reverse osmosis 
plant),   
4) Mengelola biogas sehingga dapat berguna bagi masyarakat (biogas plant),  
5) Penyimpanan air hujan untuk kepentingan pertanian (rainwater harvesting),  
6) Sumber pendapatan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh desa (income 
source),  
7) Pengadaan lampu jalan penghubung dengan menggunakan tenaga matahari 
(solar streetlight),  
8) Pengadaan penyimpanan listrik dengan menggunakan tenaga matahari 
(solar pannels),  
9) Melakukan penanaman pohon cepat tumbuh (plant a ION),  
10) Mengelola pasokan air untuk kebutuhan masyarakat (waters hade 
management),  
11) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pendidikan (education),  
12) Pemenuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat (smart health care 
facilities),  
13) Melakukan pemberdayaan perempuan (women empowerment), 
pemerintahan yang bersih (good governance),  
14) Pengadaan angkutan bus pedesaan (minibus),  
15) Pengadaan alat bantu pengumuman (loudspeakers),  
16) Pengadaan alat pemantau (CCTV cameras),  
17) Pengadaan jaringan bebas internet (wi-fi connection)   










b. Tahapan Pelaksanaan Smart Village    
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa 
disamakan dengan kota dalam adopsi teknologi informasi. Konsep smart city tidak 
bisa diterapkan di desa dengan mengusung terminologi Smart Village    karena 
homogenitas masyarakatnya serta lokalitas karateristik dan budaya. Perlu ada upaya 
konstruksi konseptual yang didasarkan kepada karakteristik desa (Herdiana, 2019). 
Secara sederhana menurut (Ella & Andari, 2018) tahapan Smart Village    diawali 
dari tahap persiapan yang didalamnya mengandung perencanaan anggaran, aktor 
yang terlibat dan payung hukum yang sah. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap 
pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, harus mampu menjawab permasalahan 
yang ada di desa dan menjadi tahapan penting sebuah strategi pemberdayaan. Aktor 
yang terlibat harus mampu menjalankan perannya dengan baik agar lebih terfokus 
dan terarah. Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahapan ini 
sebuah konsep akan dikaji dan dievalusi untuk dijadikan rekomendasi inovasi 
konsep selanjutnya.  
c. Model Pengembangan Smart Village    
Terdapat 7 (tujuh) konsep yang harus dipenuhi untuk menjadikan Smart 
Village    menurut (Fennell et al., 2018), yaitu sebagai berikut:  
1. Smart buildings. Tersedianya bangunan desa yang dapat mengantisipasi 
berbagai macam bencana yang terjadi karena alam maupun kesalahan manusia.  
2. Smart weather and irrigation. Tersedianya penampungan air untuk kebutuhan 
sektor pertanian bukan hanya pada musim penghujan, namun dapat digunakan 
pada musim kering.  
3. Smart farming. Tersedianya bentuk informasi agar petani-petani berpikir maju 
terkait kebutuhan yang bersifat berkelanjutan sepanjang tahun.  
4. Smart dairy. Tersedianya alat penyimpanan hasil panen dengan menggunakan 
alat atau teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua petani.  
5. Smart healthcare. Tersedianya layanan kesehatan yang dapat mencangkup 
seluruh masyarakat pedesaan dengan pengadaan apotik dan rumah sakit 






6. Smart surveillance system. Tersedianya keamanan yang menjamin masyarakat 
pedesaan, dengan adanya polisi dan alat pantau untuk meminimalisir tingkat 
kriminalitas.  
7. Smart education. Ketersediaan pendidikan merupakan dasar untuk kemajuan 
dalam hidup, pendidikan memberikan kecerdasaran bagi masyarakat dan 
hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa.  
 
Sementara itu menurut model pengembangan (Herdiana, 2019) Smart 
Village    memiliki 4 (empat) pilar utama, yaitu: Smart People (Masyarakat yang 
cerdas), Smart Governance (Tata kelola desa yang cerdas), Smart Economy 
(Ekonomi yang cerdas) dan Smart Environment/Living (Lingkungan yang cerdas). 
(Herdiana, 2019) juga menambahkan terdapat 4 (empat) dimensi yang dibutuhkan 
dalam penerapan Smart Village, diantaranya : 
1. Sumber daya yang mencangkup manusia, lahan, air, dan energy 
2. Institusi yang mencagkup pemerintah desa, kelompok sukarela, LSM, dan 
laboratorium penelitian 
3. Teknologi yang mencangkup biaya terjangkau, mudah diakses, efisien, dan 
perawatan mudah 
4. Keberlanjutan yang mencangkup ramah lingkungan, layak guna, jangka 






3.1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian 
ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam 
konteks sosial dengan cara menyajikan gambaran menyeluruh, melaporkan 
pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting 
yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti (Creswell, 2002). 
Sedangkan penelitian deskriptif menurut (Widi, 2018) adalah sebagai berikut : 
“Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk 
memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, 
fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, 
misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat pada suatu daerah, tata cara 
yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, 
proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, 
pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam 
penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, 
tapi tidak menguji hipotesis” 
 
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat menyajikan suatu 
gambaran ilmiah maupun menjelaskan keadaan obyek penelitian saat ini terhadap 
berbagai fakta yang ada, dimana setelah itu dapat diinterprestasikan dengan tepat 
agar menghasilkan data-data deskriptif yang berupa tulisan maupun tabel. Oleh 
karena itu, metode ini dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan 
menggambarkan permasalahan maupun data yang ada dengan lebih mendalam 






3.2. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan salah satu hal penting dalam sebuah 
penelitian, karena fokus penelitian berguna untuk membatasi studi bagi peneliti 
dalam melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar obyek yang akan diteliti 
tidak terlalu luas dan hasil penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam serta 
tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya 
fokus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman 
peneliti atau pengalaman yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun 
kepustakaan lainnya (Rukajat, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep Smart Village    
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Jombang. 
a. Bentuk-bentuk kegiatan dalam konsep Smart Village 
b. Tahapan dalam pelaksanaan Smart Village 
c. Model pengembangan Smart Village    
2. Faktor pendorong dan penghambat dalam strategi pemberdayaan 
masyarakat desa melalui konsep Smart Village    dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang 
a. Faktor pendorong 
b. Faktor Penghambat 
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melihat 






sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang 
diperlukan. Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini ialah Kabupaten 
Jombang. Sedangkan situs penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, 
Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419. 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam tiga jenis, yakni sebagai 
berikut :  
1. Informan 
Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 
merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 
bertanya. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melakukan 
wawancara mendalam atau in depth interview kepada pegawai, klien dan 
lain lain. 
2. Dokumen 
Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari 
dokumen dalam penelitian didapat dari literatur, jurnal, dokumen 
maupun arsip yang berkaitan maupun melalui Bappeda Kabupaten 
Jombang secara langsung. 
3. Tempat dan Peristiwa 
Tempat dan peristiwa umumnya dituangkan dalam foto. Tempat dan 
peristiwa dapat digunakan peneliti untuk memahami objek dan subjek 






Sedangkan data terbagi menjadi 2 jenis, yakni data primer dan data 
sekunder. Kedua data tersebut sangat diperlukan untuk ketepatan berbagai 
informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian.  
1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian dan para informan yang berkaitan dengan permasalahan.  
2. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari luar objek atau lokasi 
penelitian, akan tetapi dapat mendukung data primer secara langsung 
maupun tidak langsung. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk 
memberikan gambaran tambahan maupun pelengkap agar pembahasan 
yang disajikan menjadi lebih jelas.  
3.5.Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan 
oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, 
metode pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu : 
1. Observasi 
Observasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh 
gambaran secara langsung mengenai obyek penelitian. Kegiatan 
observasi yang peneliti lakukan yakni dengan menggunakan metode 
observasi non partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam 
proses atau kegiatan. Dengan demikian, peneliti hanya menjadi sebagai 
pengumpul data saja dan tidak mempengaruhi obyek amatan tersebut. 
Hal ini dapat menunjang pemahaman dalam penelitian dan 
memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang kurang atau 






dikemukakan oleh informan. Adapun pengamatan yang dilakukan 
meliputi melihat obyek dan lokasi penelitian serta berlandaskan pada 
pengetahuan dan teori yang telah dimiliki.  
2. Interview (wawancara) 
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering 
digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. 
Wawancara merupakan interaksi orang-per-orang di antara dua atau 
lebih individu dengan tujuan yang spesifik dalam pikirannya, dimana 
wawancara pun dapat digolongkan berdasarkan fleksibilitasnya. 
3. Dokumentasi 
Kegiatan dokumentasi dilakukan oleh peneliti dalam proses 
pengumpulan data dengan tujuan agar hasil observasi maupun 
wawancara yang telah dilakukan lebih dapat dipercaya. Adapun 
dokumen yang dibutuhkan yakni dokumen peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis 
(RENSTRA), serta data pendukung lainnya 
3.6.Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 
data untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Menurut (Gunawan, 2013) 
dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat pengumpul data utama ialah peneliti 
sendiri atau dengan bantuan orang lain. Karena jika tidak menggunakan peneliti 
sebagai instrumen penelitian, fakta-fakta di lapangan pun tidak dapat disesuaikan 
dengan baik, dan penyesuaian tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh manusia. 






“Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 
kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 
diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 
telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke 
lapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap focused and 
selection melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat 
kesimpulan” 
 
Sehingga dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, 
adapun instrumen penunjangnya adalah : 
1. Pedoman wawancara (interview guide), yaitu serangkaian pertanyaan yang 
diajukan kepada pihak-pihak sumber data atau informan dalam penelitian. 
2. Pedoman observasi (observation schedule), yaitu serangkaian arahan 
maupun pedoman untuk melakukan observasi yang telah disusun 
berdasarkan obyek dan lokasi penelitian.  
3. Perangkat penunjang berupa field note (buku catatan) dan alat tulis-menulis, 
yaitu berupa catatan lapangan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa 
yang didengar, dilihat, diamati, dan didengar dalam proses pengumpulan 
data di lapangan. 
4. Alat perekam (recorder) sebagai alat bantu dalam merekam hasil 
wawancara dan kamera sebagai alat bagi peneliti untuk mengamati dan 
mendokumentasikan secara visual segala kejadian di lapangan.  
3.7.Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam 
sebuah penelitian dimana pada dasarnya peneliti harus mengurai dan mengolah data 
mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik 







Dengan demikian, analisis data sangatlah penting dalam penelitian karena 
dengan melakukan analisis data, maka data yang telah diperoleh dapat digunakan 
untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Adapun analisis data 
memudahkan peneliti dalam menganalisis maupun menyajikan data. Berdasarkan 
hal tersebut, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yakni 
menggunakan analisis deskriptif. 
Analisis deskriptif merupakan suatu proses untuk mendeskripsikan serta 
menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara 
sistematis, faktual, dan akurat (Anggito & Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan model analisis data interaktif yang diajukan oleh Miles dan 
Huberman. Model ini terdiri dari tiga hal utama yakni kondensasi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun tujuannya adalah untuk 
menyajikan data menjadi lebih sistematis, akurat, dan faktual.  
 
 
Gambar 3.1: Model Analisis Data Interaktif  
Sumber: (Miles, 2014)  








a. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan proses awal yang dilakukan oleh 
peneliti dalam rangka mendapatkan data yang valid. Proses ini 
dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan berbagai 
pihak yang terkait dengan permasalahan, serta dokumentasi berupa foto. 
b. Kondensasi Data 
Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 
penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari 
lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus-menerus selama 
penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum 
data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan 
cara seperti data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam 
uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. 
Selanjutnya, laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, 
dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian 
dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, baik 
selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data 
selanjutnya, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data dan berbeda dengan 
sebuah konsep reduksi data yang lebih terkesan melemahkan data 
dengan membuang data yang diperoleh di lapangan. 
c. Penyajian Data  
Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 






data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 
antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adanya penyajian data dapat 
memudahkan peneliti untuk memahami  apa yang sedang terjadi dan apa 
yang harus dilakukan. Contohnya seperti dari data hasil wawancara 
antara peneliti dengan partisipan yang sudah dikondensasi, peneliti 
membuat tabel berdasarkan daftar pertanyaan sesuai dengan 
permasalahan penelitian dan diuraikan inti dari jawaban pertanyaan 
tersebut. 
d. Menarik Kesimpulan atau Diverifikasi 
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat 
keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang 
memungkinkan adanya alur sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi 
berarti meninjau ulang pada catatan lapangan, serta bertukar pikiran di 
antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 
intersubjektif, juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan 
suatu temuan dalam data yang lain, dan data harus diuji kebenarannya. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang  
a. Sejarah Kabupaten Jombang 
Jombang merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa yaitu ijo (hijau) dan 
abang (merah), ijo mewakili kaum santri (agamis) dan abang mewakili kaum 
abangan (nasionalis/kejawen). Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan 
harmonis di Jombang. Pada tahun 1910 Jombang memperoleh status Kabupaten, 
setelah memisahkan diri dengan Kabupaten Mojokerto dibawah kekuasaan Raden 
Adipati Arya Soeroadiningrat sebagai Bupati Jombang pertama. Penemuan fosil 
Homo Mojokertoensis di lembah sungai Brantas menunjukkan bahwa Kabupaten 
Jombang diduga telah dihuni sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Jombang juga 
menjadi bagian dari wilayah gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Etnis 
Tionghoa juga berkembang dengan adanya tiga kelenteng di wilayah Jombang dan 
sampai sekarang masih berfungsi. Etnis Arab juga juga cukup signifikan 
berkembang, hingga sekarang masih ditemukan sejumlah kawasan yang 
mayoritasnya adalah etnis Tionghoa dan Arab terutama di kawasan perkotaan. 
Secara administrai Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri 
dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1258 dusun. Luar wilayah kabupaten jombang 
keseluruhan 1.159,50 km persegi dengan kondisi topografi yaitu kawasan seluas 
1.101,52 km2  atau 95% berada pada ketinggian >500 mdpl; 50,76 km2  atau 4,38% 
berada pada ketinggian 5 sampai 700 mdpl dan 7,22 km2 atau 0,76% berada pada 
ketinggian >700 mdpl, sedangkan ibukota kabupaten jombang terletak pada 






b. Tata Letak Kabupaten Jombang 
Kabupaten Jombang terletak antara 7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang 
Selatan serta antara 112°03’46,57”-112°27’21,26” Bujur Timur. Jarak Kabupaten 
Jombang dengan Ibu Kota Provinsi Surabaya tercatat 79 KM. Kabupaten Jombang 
merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak 
sangat strategis, Kabupaten Jombang berada di perlintasan jalan arteri Primer 
Surabaya-Jombang-Solo dan jalan sektor primer Malang-Jombang-Babat. 
Kabupaten Jombang memiliki luas 1.159,50 km2, yang tehitung menempati 2,5% 
dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten 
Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun. 
Batas wilayah Kabupaten Jombang dapat dituliskan sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Kabupaten lamongan dan Kabupaten Bojonegoro 
Sebelah Timur  : Kabupaten Mojokerto 
Sebelah Selatan : kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 



















Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Jombang 















Luasan wilayah kecamatan Kabupaten Jombang pada masing-masing 
wilayah dapat disajikan pada tabel berikut: 









1 Bandarkedungmulyo  32,50 11 39 
2 Perak  29,05 13 37 
3 Gudo  34,39 18 75 
4 Diwek 47,70 20 78 
5 Ngoro 49,86 13 82 
6 Mojowarno  78,62 19 69 
7 Bareng 94,27 13 52 
8 Wonosalam 121,63 9 43 
9 Mojoagung 60,18 18 60 
10 Sumobito 47,64 21 75 
11 Jogoroto 28,28 11 46 
12 Peterongan 29,49 14 55 
13 Jombang 36,40 20 57 
14 Megaluh 28,41 13 42 
15 Tembelang 32,94 15 66 
16 Kesamben 51,72 14 61 
17 Kudu 77,75 11 49 
18 Ngusikan 34,98 11 36 
19 Ploso 25,96 13 48 
20 Kabuh 97,35 16 85 
21 Plandaan 120,40 13 57 
Jumlah 1.259.50 306 1.212 
Sumber: Data Sekunder (Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang, Tahun 
2019) 
Jumlah penduduk di Kabupaten Jombang tercatat berjumlah 1.263.814 jiwa, 
yang terdiri atas 631.907 jiwa dimana hamper 50% penduduk laki-laki dan 50% 
jumlah penduduk tersebut adalah perempuan. Berdsarkan hasil pencatatan yang 
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang 






jiwa, dimana 692.940 jiwa penduduk laki-laki dan 683.401 jiwa penduduk 
perempuan. 
Letak yang strategis dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Dimana Kabupaten Jombang 
terkenal dengan adanya Konsep Smart Village   , dimana hal tersebut merupakan 
sistem tatanan pemerintah yang menunjukkan kualitas pelayanan prima untuk 
memberikan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kabupaten Jombang 
memiliki julukan kota santri dimana pondok pesantren di Kabupaten Jombang 
sangat banyak dan hampir seluruh pendiri pondok pesantren pernah menuntut ilmu 
di Kabupaten Jombang. 
c. Visi Kabupaten Jombang 
Adapun acuan pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksankan sistem 
pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Jombang, yang dimana di dalamnya terdapat Visi Kabupaten Jombang, 
yaitu: “Bersama Wujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing”.  
Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang hendak 
diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, yakni nilai 
berkarakter dan nilai berdaya saing. Jombang yang berkarakter dapat dimaknai 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi 
pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau 
dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang 
jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan 






agamis akan menjadi normanorma dan nilai agama sebagai basis 
pijakkanpembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan 
nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi 
seluruh masyarakat. Sedangkan muatan nilai “Berdaya Saing” lebih menunjuk pada 
basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu 
berkompetisi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, 
nasional, maupun internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat 
pemerintahan maupun swasta, dilakukan atas dasar profesionalisme, keahlian, 
efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas 
tinggi. Pernyataan visi Kabupaten Jombang tersebut mempunyai pemahaman 
dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut: 
Kata berkarakter dapat dijabarkan bahwa bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada 
masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran 
dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas 
akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang 
berkarakter dimaknai pula bahwa Jombang sebagai kabupaten yang agamis akan 
menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. 
Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan 
menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat. 
kesejahteraan yang merupakan tujuan utama pembangunan dapat terapai dan 
dirasakan seluruh masyarakat Jombang, keadilan yang merupakan kebutuhan asasi 






bidang yang dilakukan di Kabupaten Jombang pada dasarnya adalah untuk 
mewujudkan masyarakat Jombang yang memiliki kepribadian sosial, jatidiri, watak 
sosial, orientasi dan pola pikir sebagai karakter-karakter manusia dan masyarakat 
yang unggul. 
Sedangkan kalimat berdaya saing dijabarkan sebagai Bahwa setiap 
kegiatan yang dilakukan dan setiap produk yang di hasilkan di Kab.Jombang dapat 
bersaing dengan baik pada level local, regional, nasional bahkan internasional. 
Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta, 
dilakukan atas dasar efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan 
dengan produktivitas tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa 
barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari 
Kabupaten Jombang dapat dibanggakan menjadi contoh bagi daerah lain, dengan 
demikian Kabupaten Jombang akan menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang 
dapat diperhitungkan dan disejajarkan dengan daerah lain. 
d. Misi Kabupaten Jombang 
Adapun acuan pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksankan 
sistem pemerintah mengacu Kabupaten Jombang memiliki misi yang berguna 
untuk mewujudkan visi. Misi memiliki peran sebagai pemersatu gerak, langkah dan 
Tindakan nyata bagi seluruh koomponen Kabupaten Jombang. Misi Kabupaten 
Jombang adalah sebagai berikut: 
1) Mewujudkan tata Kelola pemeirntah yang bersih dan professional 
Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan 
strategis yang menjalankan delievery mechanism pencapaian tujuan 






pembangunan yang daerah, maka birokrasi juga harus mampu 
membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola 
yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian 
tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang bersih dan profesional merepresentasikan 
komitmen kuat pemerintah Kabupaten Jombang membangun 
kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan 
partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter 
dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata 
pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada 
perwujudan visi baik nilai berkarakter maupun berdaya saing. 
2) Mewujudkan masyarakat jombang yang berkualitas, religius dan 
berbudaya 
Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan 
mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek 
pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM 
yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki 
derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki 
derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan 






SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan dan setara secara 
gender. dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang 
diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. 
Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga 
dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing 
dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan 
penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan 
produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. 
Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan 
menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang 
memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati 
menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan 
watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada 
generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan 
nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah 
kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang 
berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka 
diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter 
untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. 
Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat 






masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada 
kemampuan dan kekuatan sendiri. 
3) Meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang berbasis 
kerakyara potensi ungulan local dan industri.  
Kabupaten Jombang yang berdaya saing dalam pembangunan lima (5) 
tahun ke depan akan diwujudkan dengan peningkatan daya saing 
perekonomian daerah. Perekonomian daerah yang dibangun adalah 
ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat 
keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan 
kesejahteraan masyarakaat. Perekonomian dikuatkan dengan 
memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi 
kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Jombang. Untuk 
mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 
dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam 
yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis 
pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang 
menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan 
perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi 
masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat 
lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang 
dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan 
oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil 






pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam 
sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang 
kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil 
dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara 
optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian 
sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan 
tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan 
sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin 
keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan 
pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan 
terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan 
sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan 
menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam. 
(Sumber: Profil Kabupaten Jombang, 2021). 
4.2. Gambaran Umum Konsep Smart Village di Kabupaten Jombang 
a. Sejarah Konsep Smart Village    
Pada tahun 2015 pemerintah pusat memiliki komitmen besar untuk mulai 
memberlakukan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang telah 
dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Isi undang-
undang tersebut lebih mengarahkan desa menjadi desa yang mandiri dengan prinsip 
self-governing. Pembangunan dengan perencanaan desa dan disediakannya 






pengembangan dari ciri unik yang telah dimiliki dan melekat. Penduduk Indonesia 
yang tinggal di desa hampir berimbang dengan penduduk yang tinggal di desa. 
Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan sebanyak 49,8 persen dari 237,6 juta 
penduduk Indonesia tinggal di kota dan 51,2% tinggal di desa. Pembangunan 
kesejahteraan tidak hanya memperhatikan wilayah perkotaan tetapi negara juga 
berkewajiban untuk menata pembangunan sampai wilayah perdesaan. 
Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah adalah dengan target rencana 
pendanaan desa yang bisa mencapai kurang lebih 1 (satu) miliar rupiah di setiap 
desa. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan penyiapan sumberdaya desa baik 
manusia maupun alam agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat guna. 
Salah satu arahan adalah dengan memberikan guidance dalam bentuk sistem 
manajemen kawasan perdesaan secara integratif melalui pengelolaan potensi 
sumber daya lokal. Desa secara umum mempunyai ciri: Kehidupan masyarakatnya 
sangat erat dengan alam; Pertanian sangat bergantung pada musim; Desa 
merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja; Struktur perekonomian bersifat 
agraris; Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang 
erat (gemmeinschaft); Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol 
ditentukan oleh moral dan hukum informal dan norma agama dan hukum adat 
masih kuat. Ciri tersebut menandakan sebuah sebuah struktur perekonomian 
agraris, walaupun ada daerah yang mulai berubah ke struktur industri dan struktur 
jasa. Perubahan tersebut kadang tidak bisa dihindari, namun yang terpenting dari 
perubahan tersebut adalah terjaganya lingkungan hidup agar tetap terjadi 






Kesinambungan dan keberlanjutan (sustainable) wilayah perdesaan harus 
tetap dijaga, artinya harus ada standar bagaimana sebuah pembangunan didesa tidak 
melewati ambang batas tertentu. Dalam pandangan ekosistem dan pelayanan, 
kawasan perdesaan adalah semua lokasi di wilayah pedesaan dimana 
mengharuskan adanya pelayanan yang diberikan pada saat yang sama. Intensitas 
masing-masing pelayanan akan berbeda karena perbedaan lokasi dan kegiatan 
dalam waktu yang sama. Contoh yang bisa menggambarkan hal ini adalah, 
pertanian dengan penggunaan pupuk harus mengikuti regulasi banyaknya pupuk 
yang boleh dipakai, pemakaian insektisida dan pestisida juga harusnya menghadapi 
sebuah regulasi. Fungsi regulasi disni tentu saja dalam kerangka menjaga 
lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan. Berikut adalah gambar mengenai 
pandangan ekosistem dan pelayanan berdasarkan pendapat dari Brouwer, Floor, 
dan Martijn van des Heide (ed) dalam Multifunctional Rural Land Management. 
Economics and Policies. 
 
Gambar 4.2. Pandangan Ekosistem dan Layanan 








Gambar tersebut menunjukkan beberapa hal yaitu: Panah keluar (Layanan 
Ekosistem), panah kedalam (investasi dan manajemen), dua arah panah (persaingan 
antara dua jenis layanan, selain itu gambar tersebut juga menjelaskan bahwa 
konsepsi ekosistem dan pelayanan, dimana desa banyak yang masih berciri agraris 
dengan pengelolaan sumberdaya yang bisa di produksi meliputi penanaman padi 
dan tanaman lainnya, kebutuhan irigasi dan pupuk. Kegiatan ini merupakan 
kegiatan utama dimana pemerintah harus menyediakan pelayanan dasar pendidikan 
dan kesehatan, aksesibilitas dan lembaga keuangan. Pelayanan yang paling penting 
setelah produksi agraris adalah bagaimana sumberdaya tersebut mampu di jual 
setelah panen dengan harga yang wajar. 
Manajemen kawasan perdesaan melibatkan banyak sektor seperti sektor 
pertanian, tata ruang, ekonomi, sosial budaya dan sektor lainnya yang dalam 
kerangka kajian ini harus terlibat antara satu dengan lainnya dalam sebuah 
keterkaitan sistem secara integratif melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal. 
Sistem produksi pertanian, irigasi, pupuk, kehadiran pendekatan agrobisnis dan 
jasa, pengelolaan sumberdaya manusia, teknologi terapan, ekosistem, kehadiran 
pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan sanitasi lingkungan, 
kebijakan pembangunan perdesaan, pembangunan yang berkelanjutan, jaminan 
pemerintah kepada petani, kelembagaan desa, dalam kerangka wilayah harus 
menjadi dasar pembangunan sebuah kawasan perdesaan dalam menghadapi 
tantangan dan peluang. 
Kualitas hidup yang tinggi adalah dambaan semua orang, dengan kemajuan 
teknologi manusia berharap untuk hidup lebih mudah dan sehat. Namun timbul 






yang mudah dan sehat? Kenapa manusia ingin hidup mudah dan sehat? Bagaimana 
cara mendapatkan hidup mudah dan sehat? Dengan kenyataan mayoritas orang 
hidup dikampung, maka kualitas hidup yang mencerminkan hidup yang mudah dan 
sehat menjadi suatu impian masyarakat kampung. Namun dengan banyaknya 
penduduk, bentukan kampung dan tingkat kepadatan yang tinggi menjadi suatu 
hambatan untuk mencapai kualitas hidup tersebut. Untuk menjawab keinginan 
manusia akan kualitas hidup yang mudah dan sehat maka muncul berbagai metoda 
dan strategi untuk mencapai hal tersebut, salah satu metoda tersebut adalah konsep 
perencanaan kampung cerdas atau biasa disebut Smart Village. 
Atas dasar tersebut inisiasi desain “Smart Village” dibutuhkan sebagai 
enabler membangun desa yang berdaya saing, berketahanan dan berkelanjutan. 
Konsep pertumbuhan yang cerdas (smart growth), berkelanjutan, dan inklusif 
dirumuskan untuk bersama-sama mencapai tujuan strategi pertumbuhan yang 
bersifat inklusif. Ketiga konsep tersebut berhubungan dengan berbagai aspek 
ekonomi dan memiliki implikasi berbeda ketika menyangkut tujuan kebijakan dan 
hasil yang diharapkan. Mengikuti tipologi yang diuraikan dalam strategi, tujuan 
kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan cerdas dapat dihubungkan dengan 
kerangka kerja konseptual inovasi sebagaimana dirujuk dalam berbagai penelitian 
konseptual dan empiris (Song et al., 2020). Dalam pandangan smart growth, 
beberapa tantangan utama dalam hal tujuan dan hasil kebijakan terkait dengan 
identifikasi manfaat di tingkat regional dan pembentukan kebijakan khusus tempat 
yang dapat menyamai dana abadi daerah dengan opsi kebijakan yang relevan. Oleh 
sebab itu pengembangan desain Smart Village    perdesaan secara integratif melalui 






a. Semua potensi sumberdaya lokal harus dapat dimanfaatkan untuk 
terutama masyarakat desa itu sendiri 
b. Semua aktor kelembagaan menyesuaikan perannya dalam menjaga 
pembangunan desa menjadi sebuah pembangunan yang produktif atas 
sektor ekonomi dengan tetap memperhatikan pembangunan 
berkelanjutan. 
c. Tercukupinya pelayanan dasar bagi masyarakat desa baik pendidikan, 
kesehatan, irigasi, sanitasi, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. 
d. Terbangunnya desa menjadi sebuah desa mandiri dengan sebuah sistem 
manajemen yang cerdas 
Pada dasarnya, konsep Smart Village merupakan sebuah konsep bagaimana 
suatu desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas. Studi 
pustaka mengenai pendekatan Smart Village yang ada di dunia, menunjukkan 
bahwa setiap pendekatan memiliki kekuatannya masing-masing. Sebagaimana 
yang terlihat pada penggunaan terminologi Smart Village, India dan Kenya 
memiliki definisi yang berbeda. India membangun konsep Smart Village melalui 
ekosistem sedangkan Kenya, khususnya desa Ikisaya membangun konsep Smart 
Village    dengan fokus pada permasalahan utama di daerah mereka yaitu listrik. 
Keduanya memiliki irisan di kegiatan dimana edukasi masyarakat atau reformasi 
nilai merupakan bagian dari ekosistem Smart Village   sementara di Kenya, edukasi 
ini diperlukan untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan di daerah 
tersebut.  
Irisan antara kedua negara yang mengadopsi pendekatan berbeda ini 






pendekatan sektoral. Banyaknya pendekatan Smart Village    yang dibuat baik oleh 
masyarakat sendiri maupun oleh lembaga-lembaga pemerintanan dalam rangka 
membangun Smart Village, maka dipilihlah pendekatan atau model pengembangan 
Smart Village yang telah dilakukan oleh pihak LIPI, seperti pada gambar 4.3. 
berikut ini: 
 
Gambar 4.3. Empat Pilar Smart Village 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah) 
  
Gambar 4.3 tersebut adalah model dari pengembangan Smart Village   
dimana pola pengembangan tersebut diinisiasi oleh komunitas yang bertujuan agar 
masyarakat desa dapat memanfaatkan teknologi informasi guna kemajuan desa. 
Berdasarkan gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa model pengembangan Smart 
Village   ini memiliki empat pilar utama, yaitu: 
1. Smart People (Masyarakat yang cerdas) 
2. Smart Governance (Tata Kelola Desa yang cerdas) 
3. Smart Economy (Ekonomi yang cerdas) 
4. Smart Environment/Living (Lingkungan yang cerdas) 
Keempat pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 






desa dengan konsep Smart Village tidak hanya berfokus pada penerapan 
kecanggihan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu lebih 
kepada bagaimana konsep ini mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju 
keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat 
akan pentingnya sebuah inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi untuk 
menciptakan kewirausahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar 
lebih mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat.  
Setelah mengetahui keempat pilar yang membentuk Smart Village, maka 
indikator -indikator yang diperlukan untuk mengukur kesiapan dari keempat pilar 
tersebut harus dapat diketahui sehingga kondisi saat ini dari desa dapat diketahui. 
Infikator tersebut nantinya dapat mengambbarkan kondisi kesiapan yang sesuai 
dengan konsep pengembangan Smart Village, sementara itu setelah mengetahui 
tingkat kesiapan dari masing-masing pilar dalam unsur Smart Village, maka 
kemudian dilakukan pengukuran terhadap unsur-unsur yang dapat membentuk desa 










Gambar 4.4. Unsur-unsur Pembentuk Smart Village   
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah)) 
 
Model pada gambar 4.4. menunjukkan bahwa unsur-unsur yang harus 
dimiliki agar sebuah desa dapat menjadi Smart Village dibedakan menjadi dua, 
yaitu internal dan eksternal, unsur internal adalah komunitas dan aktivitas 
sedangkan unsur ekternal adalah adanya rantai nilai dan pendukung. Keempat unsur 
tersebut dipergunakan untuk mengetahui kebutuhan yang dilakukan agar sebuah 
desa dapat menuju Smart Village. Unsur pembentuk Smart Village ini menjadi 
pertimbangan bagi pemerintahan daerah dalam rangka membuat grand design 
Smart Village pada wilayah tersebut. 
Tahapan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis kebutuhan 
adalah mengukur kesiapan dari masing-masing pilar yang ada di dalam 
pembentukan Smart Village dengan mempergunakan indikator-indikator 
pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi eksisting masing-masing desa, 
setelah mengetahui kondisi eksisting tersebut, maka akan dapat dilakukan penilaian 






Sementara itu dalam mengembangkan sebuah Smart Village terdapat 
prinsip-prinsip tertentu agar tidak keluar dari arahan atau grand design yang ingin 
dibuat, prinsip ini diperlukan supaya dalam pemgembangan Smart Village ini 
berjalan sesuai dengan rencana program daerah, prinsip-prinsip tersebut terdapat 
pada gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5. Prinsip-Prinsip Pengembangan Smart Village 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah)) 
 
a. Sesuai Dengan Kebutuhan 
Dalam suatu kota memiliki banyak stakeholder / pemangku kepentingan 
dengan ”value creation” yang berbeda. Dalam pengembangan smart village harus 
mempertimbangkan semua pemangku kepentingan ketika membuat keputusan 
terkait manfaat, sumber daya dan penilaian risiko, berikut adalah pertanyaan-






- Siapa yang menerima manfaat? 
- Siapa yang menanggung risiko? 
- Sumber daya apa yang diperlukan? 
b. End-­‐to-­‐end solution 
Meliputi semua fungsi dan proses yang ada di desa; tidak fokus hanya pada 
fungsi TI, tetapi memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait sebagai aset  
yang perlu ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang di desa tersebut. 
c. Single Integrated Framework 
Pengembangan smart village dilakukan dalam satu framework yang 
terintegrasi sehingga akan terasa lebih manfaatnya bagi masyarakat 
d. Separate Governance and Management 
Governance memastikan bahwa para kebutuhan stakeholder, segala kondisi 
dan pilihan akan dievaluasi untuk menentukan keseimbangan sehingga tujuan yang 
telah ditentukan dapat tercapai. Governance body menetapkan arah melalui 
penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, serta pemantauan kinerja dan 
kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang telah disepakati. Manajemen 
merencanakan, membangun, menjalankan dan melakukan monitoring kegiatan 
sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh governance body. 
4.3. Penyajian Data Fokus Penelitian 
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Konsep Smart 
Village dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten Jombang 
Untuk dapat melaksanakan smart village di perlukannya adanya strategi 
dimana tujuan dari adanya konsep smart village adalah salah satu cara untuk 






meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. Adapun strategi 
untuk dapat melaksanakan konsep smart village perlu adanya pengenalan tentang 
smart village terlebih dahulu, berdasarkan data yang dikutip dari cuplikan 
wawancara dengan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten 
jombang beliau menjelaskan bahwa  
“Dengan adanya konsep smart village diharapkan secara menyeluruh 
sudah dilaksanakan menyeluruh oleh pemerintah Kabupaten Jombang, di 
karenakan kendala yang kompleks sehingga kita masih melaksanakan 
sebagian saja belum secara menyeluruh” (Jombang, 28 Mei 2021) 
 
Kabid Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang dan Kabid 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengunggkapkan bahwa: 
“konsep smart village merupakan strategi yang tepat untuk dapat 
mensejahterakan masyarakat dari tingkat pemerintahan terkecil yaitu 
berasal dari Desa” (Jombang, 28 Mei 2021) 
 
Untuk menunjang keberhasilan konsep smart village terdapat beberapa 
faktor yang harus dapat dilaksanakan dengan baik, berikut ini merupakan poin-poin 
untuk dalam menganalisis smart village berdasarkan implementasi yang akan 
dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan smart village.  
Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten jombang 
beliau menjelaskan tentang kesiapan Kabupaten Jombang dalam menjalankan 
konsep Smart living. 
“terkait program banyak yang menawarkan, apalagi kita kalau kerjasama 
dengan pihak ketiga harus lebih di pilah pilih lagi, apalagi kalau seumpama 
disitu ada pembelian jasa yang di khawatirkan nanti salah satu kendalanya 
apabila memunjuk salah satu pihak ketiga meskipun dari sisi kapasitas dan 
kapabilitas kemampuannya itu memang bagus, maka dari itu kita harus 









a. Bentuk-bentuk kegiatan dalam konsep smart village 
Pembuatan konsep Smart Village Kabupaten Jombang diawali dengan 
analisis terhadap kebutuhan kabupaten jombang sebagai upaya menunjang 
tercapainya visi pembangunan daerah dengan melakukan analisis yang mengkaji 
tentang tujuan daerah yang tercantum pada RPJPD dan RPJMD Kabupaten 
Jombang. Kemudian setelah menganalisis kondisi tersebut maka dapat disimpulkan 
tujuan dan tingkat kesiapan smart village yang ada di Kabupaten Jombang. 
Secara garis besar tingkat kesiapan Kabupaten Jombang ketika akan 
mengembangkan konsep smart village sudah mempunyai dasar yang dikatakan 
cukup baik, hal ini dapat dilihat salah satu indikatornya adalah kondisi pendidikan 
yang cukup merata serta mulai meningkatnya komunitas-komunitas di setiap desa. 
Indikator mendasar ini dijadikannya Kabupaten Jombang dalam mengembangkan 
konsep smart village, untuk dapat merealisasikan konsep tersebut maka dibutuhkan 
dimensi pembangunan Kabupaten jombang yang mengacu kepada 4 (empat) bentuk 
dimensi smart village yaitu smart governance, smart economy, smart living dan 
smart people. Dengan adanya dimensi yang akan dituju maka pemerintah dan 
stakeholder setempat membuat arahan program dan melakukan evaluasi dari 
program yang sudah dijalankan. Secara umum, penjabaran mengenai masing-









Gambar 4.6  Bentuk-Bentuk Smart Village 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah)) 
 
1) Smart Governance 
Smart governance sebagai tata kelola desa yang pintar, dimana 
komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah 
desa. Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan 
tata pamong pemerintahan desa yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan 
terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi 
teknologi yang terpadu. Pada dimensi smart governance berkaitan dengan 
sistem tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola 
tradisional dalam birokrasi, diharapkan adanyaa tata kelola pemerintahan 
yang lebih cepat, efektif dan selalu melakukan perbaikan. Maka, secara 
umum sasaran dari komponen ini adalah: 
a) Mewujudkan pelayanan Desa yang efektif dan efisien dengan 
menggunakan teknologi. 






Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beliau berpendapat bahwa 
memang yang kita ke depankan adalah smart governance, karena 
yang langsung ada hubungan dan kewajiban kita melayani 
masyarakat   
 
 
Gambar 4.7 Arsitektur Smart Governance 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 
2021 (diolah)) 
 
2) Smart Economy 
Smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart 
economy dalam dalam Smart village dimaksudkan untuk mewujudkan 
ekosistem perekonomian di desa yang mampu memenuhi tantangan di era 
informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti 






perekonomian desa. Dimensi ini lebih menitikberatkan perwujudan 
ekosistem perekonomian di desa yang selaras dengan sektor unggulan 
daerah sehingga dapat memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif 
dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Irfan selaku konsultan 
smart village beliau berpendapat bahwa smart economy merupakan aspek 
penting dalam konsep smart village dikarenakan sektor ekonomi adalah 
penentu dari kesejahteraan dari masyarakat dan amart economy juga 
merupakan tolok ukur dari keberhasilan dari adanya konsep smart village 
yang ada di Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan koonsep smart 
economy perlu adanya rumusan sasaran pada dimensi smart ekonomi. (3 
Juni 2021) 
 
Berikut ini adalah rumusan sasaran yang ada pada dimensi smart 
economy di Kabupaten Jombang: 
a) Membangun ekosistem agrokultural-agroindustri yang berdaya saing 
didukung oleh ekonomi digital 
b) Membangun ekosistem ekonomi digital yang menunjang 
agroindustry 
c) Membangun ekosistem pariwisata berbasis edukasi yang 
berdayasaing didukung oleh ekonomi digital 








Gambar 4.8 Dimensi Smart Village Economy 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 
2021 (diolah) 
3) Smart Living-Smart Mobility 
Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart village untuk 
menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf 
hidup ini dapat dinilai dari kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas 
kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas 
orang dan barang di dalam sebuah Smart village, dan kelayakan pendidikan. 
Dimensi dari smart living memperhatikan pada komponen-komponen 
lingkungan yang mendukung kualitas hidup. Kualitas hidup dan juga 
komponen kebudayaan masyarakat merupakan komponen yang penting 
dalam mempengaruhi sebuah konsep smart village seperti tersedianya 
kebutuhan-kebutuhan akan rasa keamanan, keselamatan, kemudahan dan 
kenyamanan hidup.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Irfan selaku konsultan 






lingkungan hidup seperti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang 
kurang memadai, partisipasi masyarakat yang rendah, dan masih 
kurangnya kegiatan sentra bisnis. (3 Juni 2021) 
Maka dari itu, berikut ini adalah beberapa sasaran yang berkenaan 
dengan smart living berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ada di 
Kabupaten Jombang. 
a) Penyediaan sarana prasarana untuk menciptakan lingkungan tinggal 
yang layak huni dan nyaman. 
b) Mewujudkan keterhubungan dan ketersediaan sarana transportasi. 




Gambar 4.9 Dimensi Smart Living-Mobility 









4) Smart People 
Smart people sebagai bagian dari Smart village merupakan dimensi 
yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah desa. 
Sasaran dari smart people dalam Smart village adalah mewujudkan 
ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik 
maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, 
dan interaktif dengan digital literasy yang tinggi. Dimensi smart people 
berfokus pada sosial masyarakat sebagai unsur sebuah kota. Manusia 
merupakan modal utama dari sosial masyarakat, maka dari itu sumber daya 
manusia perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga terwujud sebagai individu 
dan komunitas-komunitas yang berdaya saing dan kreatif. Modal sosial 
masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi di suatu daerah. Hal ini diterapkan dengan meningkatkan rasa 
tanggung jawab terhadap kepentingan publik, dengan meningkatkan peran 
sosial masyarakat maka akan berdampak pada penguatan keserasian 
masyarakat dengan lingkungan. Nilai yang tertanam seperti inilah yang 
perlu dipertahankan dalam pengembangan konsep smart village. 
Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pak 
Irfan selaku konsultan konsep smart village di jJawa Timur yang 
mengungkapkan bahwa sasaran dari smart people pada konsep smart 
village di Kabupaten Jombang adalah 
a) Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan 
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 
b) Menumbuhkan jiwa kepekaan masyarakat terhadap potensi yang 
dimiliki desa, 
c) Meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan 








Yang dimana konsep smart people dapat digambarkan seperti gambar 
sebagai berikut: 
 
Gambar 4.10 Dimensi Smart People-Education-Collaborative Environment 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah)) 
 
b. Tahapan dalam pelaksanaan smart village. 
Untuk dapat melaksanakan konsep smart village maka diperlukan tahapan-
tahapan yang berguna untuk menciptakan alur agar implementasi dalam konsep 
smart village dapat direalisaikan dengan baik. Bapak Irfan selaku konsultan smart 
village di Jawa Timur menjelaskan tahapan dalam melaksanakan konsep smart 
village sebagai berikut: 
 
“Tahapan bentuk smart village di Kabupaten Jombang sudah dapat 
dijalankan dan 3 bentuk indikator seperti smart governance, smart economy, 
smart living dapat berjalan maksimal, hanya saja untuk smart people masih 
diperlukan perhatian lagi untuk dapat berjalan maksimal seperti 3 bentuk 











Selaku konsultan smart village di Jawa Timur beliau memberikan alur 
pelaksanaan smart village di Kabupaten Jombang sebagai berikut: 
No. 
Tahapan Dalam Pelaksanaan konsep 
Smart Village 
Maret April Mei 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Rapat Awal              
2. Rapat Persiapan Penyusunan Konsep Smart 
village 
     
       
3. Rapat Pemaparan Instrumen Konsep Smart 
village 
     
       
4. Focus Group Discussion finalisasi Instrumen 
Konsep Smart village 
     
       
5. Survey Lapangan              
6. Pengolahan dan Penyiapan Konsep Smart 
village 
     
       
7. Pemaparan Hasil Konsep Smart village              
8. Pelaporan             
Tabel 4.2 Tahapan Dalam Pelaksanaan Konsep Smart Village 
Sumber : Data Sekunder (Pedoman smart village Kabupaten Jombang, 2021 
(diolah)) 
 
Adapun rincian tahapan dalam pelaksanaan konsep smart village dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Rapat Awal 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum serta capaian yang 
diinginkan dalam penyusunan konsep Smart village 
2. Rapat Persiapan Penyusunan konsep Smart villageDalam kegiatan persiapan 






yang dipergunakan untuk membuat instrumen pengukuran konsep Smart 
village 
3. Rapat Pemaparan Instrumen Grand Design Smart village 
Instrumen yang sudah dibuat kemudian dipaparkan untuk mendapatkan 
masukan dari sisi internal Pemerintahan Kabupaten Jombang 
4. Focus Group Discussion finalisasi Instrumen Grand Design Smart village 
Focus group Discussion yang dilakukan dengan mengundang stakeholder 
serta pihak eksternal selain bertujuan untuk memperoleh masukan instrumen 
dari sisi eksternal juga bertujuan untuk menilai kelayakan dari instrumen 
yang sudah dibuat 
5. Survey Lapangan 
Tahapan survey lapangan ini dilakukan setelah proses finalisasi dan 
mempertimbangakn hasil dari FGD, pada proses ini instrumen pembuatan 
grand design di uji langsung dilapangan dan dilakukan proses validasi. 
6. Pengolahan dan Penyiapan Grand Design Smart village 
Hasil dari proses survei tersebut kemudian diolah agar dapat dijadikan 
rujukan dalam pembuatan grand design smart village 
7. Pemaparan Hasil Grand Design Smart village 
Hasil dari pengolahan data kemudian dipaparkan di hadapan stake holder 
serta pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan pembuatan grand 
design smart village. 
8. Pelaporan Hasil  







Tahapan dalam pelaksanaan konsep smart village ini dapat dilaksanakan 
karena adanya kesiapan dari pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jombang 
sendiri untuk mampu mengimplementasikan konsep ini dengan sebaik baiknya. Hal 
ini didukung dengan penjabaran yang diberikan oleh Kepala dinas pemberdayaan 
masyarakat dan desa Kabupaten Jombang. 
“Yang kita kedepankan itu memang smart governance karena disitu yang 
langsung ada hubungannya dengan kita yang berhubungan langsung dengan 
pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi yang lain pun akan mengikuti, 
seperti halnya salah satu indikatornya smart people, diharapkan nanti dalam 
suatu desa itu ada komunitas sehingga di antara komunitas tersebut bisa 
berkomunikasi secara langsung di smart people tadi lalu kalau ada keluhan 
bisa langsung ke desa. Memang sebenarnya dari pertengahan tahun lalu 
sudah kita bahas, dikarenakan khawatir masalah pengadaaan barang dan 
jasa yang masih kita pikirkan, kemudian dari sisi ekonomi terkait program-
program contohnya terkait pembayaran bisa dilakukan secara online di desa 
tersebut.” (28 Mei 2021) 
Sedangkan Kabit Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang 
Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa: 
“Yang perlu di perhatikan adalah smart people dan smart governance. 
Karena dari sisi bawah itu smart people harus dipersiapkan, kemudian dari 
pemerintahnya sendiri harus siap, jadi dua indikator tersebut harus 
diperhatikan lebih dulu kemudian indikator yang lain akan menyusul.” (28 
Mei 2021) 
Berdasarkan pemaparan tersebut walaupun Smart People belum maksimal 
dalam pelaksanaannya maka diharapkan bahwa masyarakat memiliki partisipasi 
yang tinggi untuk dapat terjun langsung dalam konsep smart village. Serta mampu 
menjalankan tahapan-tahapan konsep smart village. Dimana kedepannya 








c. Model pengembangan Smart Village 
Model pengembangan smart village berkaitan erat dengan potensi yang ada 
di wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Konsultasi 
Smart Village Bapak Irfan beliau memaparkan bahwa: 
“untuk menunjang pengembangan konsep smart village, diharuskan setiap 
desa harus dapat mengembangkan potensi disetiap wilayah masing-masing, 
karena konsepnya merupakan smart village, berarti seluruh potensi yang 
menunjang untuk kesejahteraan masyarakat haruslah digali sedalam 
mungkin untuk dapat dikembangkan.” (3 Juni 2021) 
Untuk dapat menunjang Kabupaten Jombang dalam mengembangkan 
konsep smart village yang dimana potensi wilayah dimasing-masing desa haruslah 
di gali. Hal tersebut harus berjalan beriringan dengan kesiapan dari wilayah 
Kabupaten Jombang sendiri. Untuk dapat mengembangkan konsep smart village 
diperlukan adanya orang ketiga yang tepat. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dimana beliau berpendapat bahwa: 
“Kabupaten Jombang Sudah siap, terkait program banyak yang 
menawarkan, apalagi kita kalau kerjasama dengan pihak ketiga harus lebih 
di pilah pilih lagi, apalagi kalau seumpama disitu ada pembelian jasa yang 
di khawatirkan nanti salah satu kendalanya apabila memunjuk salah satu 
pihak ketiga meskipun dari sisi kapasitas dan kapabilitas kemampuannya itu 
memang bagus, maka dari itu kita harus lebih memilah lagi. (28 Mei 2021) 
 
 
Kabit Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten 
Jombang mengungkapkan bahwa: 
“Kesiapan Kabupaten Jombang sudah sangat siap, cuma nanti tidak cuma 
BAPPEDA, semua pihak harus terlibat.” (28 Mei 2021) 
Yang dimana isi wawancara tersebut selaras dengan yang diungkap oleh 
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, berdasarkan cuplikan wawancara 






“butuh usaha dan sinergi bersama antar perangkat daerah” (28 Mei 2021) 
Untuk dapat menunjukan hasil yang maksimal diperlukan peran seluruh 
perangkat daerah dan pihak ketiga untuk dapat menjalan konsep smart village 
dengan baik, selain melibatkan seluruh aspek dan stakeholder untuk dapat 
menunjang keberhasilan konsep smart village diperlukan juga potensi yang perlu 
digali untuk dapat menjalankan konsep smart village. Dimana pengembangan 
tersebut diarahkan pada penguatan 5 (lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan kawasan 
strategis cepat tumbuh yang meliputi: Mojowarno, Mojoagung, 
Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso. 
Selain lima sektor unggulan yang menunjang keberhasilan konsep smart 
village terdapat pula kawasan strategis cepat tumbuh dimana hal tersebut dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
a. Pertanian 
Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di Kabupaten 
Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan 
tegalan. Berdasarkan data pengolahan data yang bersumber dari dokumen RTRW 
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah 
untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas 
wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada dan jenis 
pengairannya, maka dapat dikelompokkan bahwa 92,04% sawah berpengairan 
teknis, 2,70% sawah berpengairan ½ teknis, 4,08% sawah berpengairan tadah 
hujan, 1,19% sawah berpengairan non teknis. Jumlah perwilayahan komoditas 






jenis komoditas unggulan masing-masing. Jumlah kemitraan agrobisnis yang telah 
terbentuk sampai dengan tahun 2013 mencapai 188 unit. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengungkapkan 
bahwa sektor pertanian juga harus ikut andil dalam pelaksanaan konsep smart 
village, dimana lebih tepatnya karena sektor pertanian adalah mata pencarian 
utama bagi masyarakat di Kabupaten Jombang khususnya masyarakat desa, maka 
oleh sebab itu sektor pertanian juga merupakan sektor yang mampu memberikan 
sumber penghasilan bagi masyarakat desa di Kabupaten jombang. (28 Mei 2021) 
 
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta melaksanakan 
amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi, 
Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten 
Jombang Tahun 2009-2029 membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam 
Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain sebagai sentra 
produksi pertanian juga diarahkan untuk mengamankan produksi pertanian, 
khususnya tanaman pangan. Tahapan identifikasi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) sudah dilaksanakan dan direncanakan alokasi lahan seluas 
33.149,58 Ha sebagai lahan pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus 
dipertahankan seluas 31.569,36 Ha. 
b. Perkebunan 
Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan 
berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek 
ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk 
meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan 
mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya 
disebut Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi 






coklat, karet, dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan 
tembakau. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabit Pengembangan Prasarana 
Wilayah dan Tata Ruang tentang sektor perkebunan yang ada di Kabupaten 
Jombang, aspek perkebunan juga dilibatkan dalam konsep smart village, 
dikarenakan sektor perkebunan merupakan sumber mata pencaharian bagi 
mayoritas masyarakat Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat memberikan 
alasan bahwa sektor perkebunan juga perlu perhatian pemeirntah Kabupaten 
Jombang untuk terus dimanfaatkan bagi msyarakat Kabupaten Jombang. (28 Mei 
2021) 
 
Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih di 
dominasi oleh komoditas tebu yang pada tahun 2013 ini produksinya sebesar 
978.023,80 ton. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi 
perkebunan yang berada di Kabupaten Jombang, antara lain tembakau yang 
produksinya di tahun 2013 ini sebesar 47.402,47 ton, kakao dimana bentuk 
produksinya dalam bentuk biji kering dan mampu berproduksi hingga 141,3 ton. 
c. Kehutanan 
Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan 
hutan konservasi. Hutan produksi yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dikelola 
oleh Perum Perhutani KPH Jombang dan KPH Mojokerto. Hutan konservasi yang 
ada berbentuk hutan wisata dan taman hutan raya. Sedangkan hutan lindung lebih 
diarahkan untuk fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam upaya 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara 
kesuburan tanah. Selain ketiga fungsi hutan tersebut, juga terdapat hutan rakyat 
yang pengelolaan dan pemeliharaannya berada di lahan milik masyarakat. 
Kabit Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mengungkapkan bahwa 






tak terkecuali dengan aspek kehutanan. Dari aspek hutan disini karena Kabupaten 
Jombang memiliki lahan hutan yang cukup luas maka perlu adanya perhatian 
khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Jombang serta 
masyarakat untuk dapat memanfaatkan sektor kehutanan untuk menambah 
sumberdaya masyaraktanya secara langsung dengan cata memberikan 
pemeliharaan kepada masyarakat. (28 Mei 2021) 
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Jombang tahun 2012, bahwa kawasan hutan produksi di wilayah administrasi 
Kabupaten Jombang seluas 18.754,9 Ha, yang terbagi atas KPH Jombang seluas 
14.900,7 Ha dan KPH Mojokerto seluas 3.854,2 Ha, Hutan lindung seluas 873,1 
Ha. Sedangkan kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4 Ha 
dan Taman Nasional (Tahura) seluas 2.864,70 Ha. Perkembangan produksi hasil 
hutan, khususnya yang berasal dari hutan rakyat pada tahun 2013 mencapai 2.209 
m³. Produksi hasil hutan rakyat yang berbentuk kayu mengalami perkembangan 
yang fluktuatif. Dalam upaya konservasi hutan dan lahan, kegiatan pembangunan 
bidang kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang 
berupa kegiatan penanaman vegetatif serta pembangunan sipil teknis. Pada tahun 
2012, realisasi kegiatan vegetatif sudah terlaksana dengan capaian seluas 2.465,82 
Ha dan kegiatan sipil teknis yang dilaksanakan berupa pembangunan dam penahan, 
dam pengendali, biopori, gully plug dan penyelamat tebing. 
d. Peternakan dan Perikanan 
Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada di Kabupaten 
Jombang, yaitu: 
1. Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, 
Kabuh, Bareng dan Plandaan. Sedangkan jenis sapi perah di 






2. Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara 
Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Kesamben, 
Tembelang, Kudu, Plandaan, dan Ngusikan. Sedangkan di wilayah 
Selatan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam; 
3. Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu 
berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, 
Kudu, Ngusikan dan Kabuh. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, beliau mengungkapkan bahwa aspek perternakan dan 
perikanan mampu menunjang pendapatan mayarakat dan membuka lapangan 
pekerjaan untuk masyarakat di Kabupaten Jombang. Diharapakan dari apek 
peternakan dan perikanan mampu menjadi salah satu sumber penghasilan yang 
menguntungkan untuk masyarakat di Kabupaten Jombang. (28 Mei 2021) 
Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah 
Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan kawasan 
perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan pada kawasan sekitar 
sungai-sungai besar. Sementara ini perkembangan perikanan budidaya, khususnya 
kolam, sebagian besar berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Dalam 
upaya pengembangan perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan 
diarahkan di wilayah Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo. 
e. Pertambangan 
Sektor Pertambangan yang terdiri dari sektor pertambangan pasir batu di 
Kecamatan Bandarkedungmulyo, Ploso, Kudu, Ngoro dan Kabuh. Komoditi tanah 
lempung di Kecamatan Perak, Ngoro, Plandaan dan Mojowarno serta beberapa 
komoditi lain diantaranya adalah lodium, diatome, andesit yang berada di 






f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh 
Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai 
pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun 
ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus pengembangan wilayah dalam RTRW 
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Berdasarkan RTRW Tahun 2009-2009, 
beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat 
tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso, Kecamatan 
Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-daerah tersebut dalam 
rencana pengembangannya secara fungsi pemanfaatan maupun penggunaan 
lahannya diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada 
disekitarnya dengan segala aspek potensi yang telah dimiiki. Rencana 
pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu: 
1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno. 
a. Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten. 
Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan 
agrowisata.  
b. Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat 
penelitian dan pelatihan pengembangan SDA khususnya disektor agrobisnis, 
dan pasar agribisnis Kabupaten Jombang. 
Pak Irfan selaku konsultan smart village mengungkapkan bahwa karena 
Sebagian besar lahan yang ada di Kabupaten Jombang adalah lahan pertanian 
maka dalam melaksanakan konsep smart village, dibentuknya Kawasan ekonomi 
khusus mojowarno yang berguna untuk meningkatkan kegiatam agrobisnis yang 
dimana didalamnya sudah terdapat pelatihan dan diberikannya fasilitas-fasilitas 
pendukung yang berguna untuk dapat mengembangkan sektor agribisnis di 







2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung. 
Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa pasar 
induk yang terpadu dengan keberadaanterminal penumpang, terminal cargo dan 
rest area. 
3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak. 
Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol 
Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana interchange (simpang susun) pintu tol 
terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Tembelang. Pengembangan 
kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri manufaktur yang non polutif. 
Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung dengan 
kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di Perkotaan Perak 
dan Bandarkedungmulyo. 
4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang. 
Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan 
memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Tembelang 
dan tarikan pada beberapa wilayah kecamatan disekitarnya. Kawasan strategis 
cepat tumbuh Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). 
Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi 
sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang merupakan pusat koleksi dan 
distribusi barang. Dengan pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan 
strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai 
salah satu pusat pengembangan wilayah perkotaan Jombang yang fungsi utamanya 






5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso. 
Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan 
baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena itu Kecamatan Ploso 
direncanakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso 
merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten 
Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan. Lokasi Perkotaan 
Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan berdekatan dengan pusat 
kegiatan industri di Lamongan dan Tuban. Arahan pengembangan kawasan 
strategis cepat tumbuh Ploso adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan 
pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik, pusat pengolahan 
limbah industri, frontage road untuk kawasan industri dan kegiatan perdagangan. 
Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun 
jembatan baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang dan jasa. 
2. Faktor pendorong dan penghambat dalam strategi pemberdayaan 
masyarakat desa melalui konsep smart village dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. 
Untuk menunjang keberhasilan konsep smart village tidak dapat dijauhkan 
dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan 
konsep smart village. berikut ini merupakan uraian faktor pendorong dan faktor 
penghambat dalam mengimplementasikan konsep smart village: 
A. Faktor Pendorong 
Faktor pendorong berfungsi untuk melakukan perubahan untuk terus 
mengembangkan konsep smart village agar semakin berkembang. Faktor 






adalah lahirnya smart city. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Irfan selaku konsultan 
smart village beliau mengemukakan: 
“Untuk dapat mengetauhi tingkat kesiapan desa-desa di Kabupaten Jombang 
menjadi smart village, dilakukan analisis dengan mempergunakan indikator-
indikator yang dapat mengukur kondisi dari masing-masing desa agar dapat 
di tarik menjadi sebuah sampel. berdasarkan implementasi UU No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa ada harapan agar desa dimana lebih berperan dan 
memberi manfaat bagi masyarakatnyanya. UU Desa sendiri mendorong agar 
desa berperan dalam membangun ketahanan sosial desa, memberikan 
layanan dasar, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber 
daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dimana hal tersebut 
sudah terkandung pada lahirnya smart city, hanya saja smart city berperan 
untuk wilayah yang luas, yang diharapkan dari pemerintah Kabupaten 
Jombang, Kabupaten jombang dapat memulainya dari ruang lingkup desa.” 
(3 Juni 2021) 
 
Sedangkan kabid pemerintahan dan pembangunan manusia mengemukakan 
pendapatnya bahwa: 
“sejauh ini pelaksanaan konsep smart village dapat berjalan dengan baik 
karena mendapat dukungan dari masyarakat desa, partisipasi yang tinggi 
dari masyarakat desa sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 
mengimplementasikan konsep smart village.” (3 Juni 2021)  
Hal ini sejalan dengan perkembangan global yang dimanifestasikan dalam 
tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah upaya pengurangan 
kemiskinan. Upaya tersebut telah mendorong pemerintah Indonesia untuk 
mengubah strategi pembangunannya, di antara lain yaitu dengan arah kebijakan 
untuk membangun dari pinggiran (Nawacita ke-3). Arah kebijakan tersebut 
diimplementasikan dengan meningkatkan perhatiannya pada pembangunan desa. 
Berbagai upaya untuk membangun desa telah dikembangkan melalui beberapa 
model. Salah satunya melalui konsep Desa Cerdas (Smart Village) yang diadopsi 






pengelolaan sumber daya secara efisien, yang mengintegrasikan informasi yang 
berada di desa. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 
mengungkapkan : 
“Faktor pendorong dalam menjalankan konsep smart village sejauh ini 
adalah adanya hubungan baik antara penyelenggara atau pemeirntah 
dengan masyarakat desa. Sistem pemerintah yang bagus yang diberikan 
oleh pemerintah dan teknologi yang mendukung untuk berjalannya bentuk 
kegiatan dalam konsep smart village” (3 Juni 2021) 
Adapun strategi dalam mendukung proses berjalannya konsep smart village 
di Kabupaten Jombang terdapat faktor pendorong, yang dimana indikator ini 
mampu mendukung untuk berjalannya konsep smart village. Faktor pendorong 
tersebut ialah: 
1. Good Relation 
Konsep smart village dapat berjalan dengan baik jika adanya 
hubungan baik antara pihak penyelenggara dan masyarakat. Segala 
bentuk penyelenggaraan konsep smart village dapat berjalan secara 
maksimal karena didalamnya terdapat tanggungjawab penuh dari 
penyelenggara dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat desa 
sendiri untuk dapat melaksanakan konsep smart village dengan baik. 
2. Smart Governance 
Sesuai dengan bentuk dari konsep smart village smart governance  
beberapa desa yang sukses melaksanakan konsep smart village di 






baik. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh pemerintah desa 
stakeholder dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan 
bentuk dari konsep smart village yaitu smart governance. Hal 
tersebut sesuai dengan kebijakan dari pemerintah tentang desa yang 
didasarkan dengan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014. 
Berdasarkan landasan tersebut beberapa desa yang telah 
malaksanakan smart village terdapat sebuah struktur desa yang 
orientasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa adalah 
sebuah keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Hal tersebut melingkupi pemerintah desa sebagai penyelenggara 
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan 
adanya sistem pemerintahan yang baik pada sebuah desa sangat 
mempermudah dalam mengimplementasikan konsep smart village. 
3. Teknologi yang Mendukung 
Dengan adanya teknologi yang mendukung mampu memfasilitasi 
masayrakat untuk meningkatkan sumber daya mansusia yang tidak 
gagap terhadap teknologi. Hal tersebut berimbas pada memudahkan 
pemeirntah desa dalam memberikan pelayanan secara elektronik. 
Dimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik dari rumah, 
tanpa harus dating ke kantor pemerintah yang bersangkutan. Dengan 
adanya teknologi yang mendukung mampu menjadi faktor 
pendorong dari adanya konsep smart village. Pada dasarnya degan 
adanya konsep smart village adalah mempermudahkan 






Hal inilah yang kemudian mendorong Badan Perencanaan Daerah 
Kabupaten Jombang melakukan kegiatan telaah isu strategis dalam rangka 
penyusunan naskah kebijakan tentang strategi pengembangan model desa cerdas 
(smart village). 
 
B. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat selalu berjalan beriringan dengan adanya program yang 
akan dilaksanakan termasuk juga dengan implementasi konsep smart village, dalam 
proses pelaksanaan konsep smart village Adapun beberapa faktor penghambat 
dalam pelaksanaannya yaitu: 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 
menjelaskan bahwa: 
“faktor penghambat dari smart village muncul dari masing-masing bentuk 
smart village. disetiap bentuk indikatornya memiliki faktor penghambat 
masing-masing, namun hal tersebut mencoba untuk dapat dibenahi dan 
dikurangi dimana dengan adanya konsep smart village tujuan untuk 
mensejahterkan masyarakat desa dapat terwujud. Untuk faktor-faktor 
penghambatnya seperti sumber daya manusia yang rendah, lingkungan 
hidup, ekonomi masyarakatnya.” (28 Mei 2021) 
 
Jika dikaitkan dengan data yang diperoleh hambatan pelaksanaan smart 
village dapat dilihat dari 3 indikator seperti: 
1. Sumber Daya Manusia yang rendah 
Sumber daya manusia yang rendah tidak dapat dipungkiri menjadi faktor 
utama sebagai penghambat berjalannya konsep smart village, 
bagaimanapun untuk menunjukkan smart village di perlukan pengetahuan 
dan pengertian dari masyarakat sendiri untuk dapat terus berpartisipasi 






Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan 
masyarakat dan Desa Beliau mengungkapkan bahwa banyak masalah-
masalah yang timbul dari adanya konsep smart village.  Berikut ini 
merupakan masalah-masalah yang mempu menimbulkan hambatan untuk 
konsep smart village: 
a) Banyaknya jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam 
satu tahun 
b) Kurangnya jumlah lulusan sarjana di desa 
c) Banyaknya tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun 
d) Angka kriminalitas yang tinggi dalam satu tahun 
e) Banyaknya insiden sosial (tawuran) antar kelompok warga dalam 
satu tahun  
Sumber daya manusia adalah tolok ukur utama dalam pelaksanaan konsep 
smart village harapakan untuk kedepannya sumber day amanusia dapat 
ditingkatkan agar proses pelaksanaan konsep smart village dapat berjalan 
dengan baik. 
2. Environtment 
Lingkungan hidup yang tidak berkembang tidak akan membantu konsep 
smart village dapat diterapkan, karenanya lingkungan hidup merupakan 
aspek utama dalam mengubah pola dan perilaku masyarakat dimana hal 
tersebut sangat berkaitan erat dengan isi dari konsep smart village.  
Pak Irfan selaku konsultan smart village mengungkapkan bahwa ada 
beberapa faktor-faktor penghambat dalam faktor lingkungan hidup dalam 
konsep smart village hal tersebut adalah berikut ini merupakan faktor-
faktor penghambat dalam faktor lingkungan hidup seperti fasilitas yang 
diberikan oleh pemerintah yang kurang memadai, partisipasi masyarakat 
yang rendah, tidak adanya kegiatan sentra bisnis. (3 Juni 2021) 
 
Hal tersebutlah yang sejauh ini dapat menghambat berjalannya konsep 
smart village yang ada di Kabupaten Jombang. Diharapkan faktor 
penghambat yang diketahui untuk dalam diminimalisir agar pelaksanaan 









3. Ekonomi yang rendah 
Kegiatan perekonomian rendah jelas sangat berpengaruh terhadap 
berjalannya konsep smart village, dengan perekonomian yang rendah sulit 
sekali untuk dapat memberikan kualitas pelayanan dan fasilitas yang baik.  
Pendapat yang dikemukankan oleh Kabit Pengembangan Prasarana 
Wilayah dan Tata Ruang tentang faktor-faktor penghambat dalam bidang 
ekonomi adalah tingkat pengangguran yang banyak, kesediaan fasilitas 
yang kurang, kondisi desa tanpa adanya potensi.Yang dimana hal ini sering 
kali dijumpai dalam pelaksanaan konsep smart village di Kabupaten 
Jombang, yang hingga sekarang diupayakan untuk dapat meminimalisir 
hambatan dalam hal ekonomi agar pelaksanaan konsep smart village dapat 
berjalan secara baik. (28 Mei 2021) 
 
Sebagaimana pendapat yang di telah dijabarkan diatas diharapkan mampu 
menjadi bahan koreksi untuk dapat menjalankan konsep smart village 
dengan baik di Kabupaten Jombang. 
4.4. Analisis dan Interprestasi Data 
1. Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep smart village 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten Jombang. 
Strategi adalah cata atau kiat yang dibuat secara rinci dan sistemik 
yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 
efisien, pendapat tersebut selaras dengan (oja,2016) yang menjelaskan 
bahwa strategi adalah salah satu seni yang digunakan untuk mencapai 
tujuan organisai yang sangat berhubungan secara efektif dengan keadaan 
lingkungan yang baik. Sedangkan (Pasolong, 2010) berpendapat jika 
strategi merupakan sebuah kiat, cara dan/atau taktik yang dirancang secara 
sistemik dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selaras dengan 






konsep smart village yang setiap pelaksanaannya memerlukan strategi 
untuk dapat mencapai tujuan dari konsep smart village sendiri. Dengan 
menggunakan strategi maka konsep smart village dapat tercapai dan dapat 
dilaksanakan secara maksimal. Strategi yang terdapat pada konsep smart 
village adalah memberika pelayanan yang semakin memudahkan 
masyarakat dalam menerima pelayanan publik, karena hal ini sangat 
berpengaruh dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan 
memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. 
a. Bentuk-bentuk kegiatan dalam konsep smart village 
Smart village yang dijabarkan oleh (Ella & Andari, 2018). adalah 
desa yang memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri tanpa harus 
bergantung dengan pihak lain, yang dimana desa yang telah mencapai 
smart village merupakan desa yang mampu menggali dan memanfaatkan 
desanya secara baik hingga mampu memberdayakan masyarakatnya 
dengan baik. Terdapat empat dimensi yang digunakan dalam smart village 
yaitu sumber daya manusia yang mumpuni, institusi yang didirikan 
pemerintah desa dengan sifat sukarela, teknologi yang dapat ditemui 
dengan mudah di desa dan keadaan lingkungan desa yang didalamnya 
memiliki suasana yang layak guna dan efektif. 
Adapun fungsi yang diberikan oleh konsep smart village 
berdasarkan teori yang di kemukakan oleh (Permana, 2011) yang berisikan 
tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan secara umum dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek yang didalamnya terdapat aspek 






tersebut selaras dengan konsep smart village yang diterapkan di 
Kabupaten Jombang merupakan konsep yang selayaknya dapat 
dilaksanakan dengan maksimal oleh pihak yang terkait, karena dengan 
adanya konsep smart village dapat dilihat bahwa desa mampu memberikan 
kontribusi yang tinggi, dimana konsep tersebut memiliki 4 bentuk 
indikator yang mencangkup kehidupan untuk mensejahterakan desa 
dengan baik dan mandiri, 4 bentuk indikator tersebut adalah: 
1. Smart Governace 
2. Smart economy 
3. Smart living 
4. Smart people 
Dimana dari 4 bentuk tersebut memiliki peran yang berbeda-beda 
namun saling terikat anatara satu dengan yang lainnya untuk dapat 
mewujudkan konsep smart village yang bernar-benar mampu 
menunjukakn hasil akhir yang baik. 
 
 
b. Tahapan dalam pelaksanaan smart village 
Berdasarkan teori tentang tahapan dalam pelaksanaan konsep smart 
village yang dikemukakan oleh (ella&andrian,2018) mengungkapkan 
bahwa tahapan pelaksanaan smart village secara sederhana yang dimana 
proses awalnya terdapat perencanaan yang baik, aktor yang telibat 
didalamnya terdapat naungan payung hukum yang sah. Setelah tahapan 






Dimana pada tahapan pelaksanaan diharapkan untuk dapat menjawab 
seluruh permasalahan yang ada di desa. Untuk seluruh pihak yang terlibat 
diharpkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai 
prosedur yang ada. Berdasarkan uraian diatas dapat disamakan denga hasil 
data yang telah didapatkan dilapangan bahwa tahapan dalam pelaksanaan 
smart village diawali dengan perencanaan yang secara matang dari 
beberapa pertemuan dan penyusunan konsep hingga finalisasi konsep 
smart village yang dilanjutkan dengan observasi lingkungan dan 
pengolahan dan mempersiapkan data tentang konsep smart village, setelah 
tahapan tersebut dapat dapat dilaksanakan maka dibuatklah pemaparan 
hasil yang kemudian dapat Tarik sebuah kesimpulan dari kegiatan awal 
hingga hasilnya dapat dijadikan sebuah laporan ynag baik bahwa konsep 
smart village dapat dilaksanakan dengan baik. 
c. Model Pengembangan smart village  
Model pengembangan smart village yang dikemukakan oleh 
(Herdian,2019) memiliki isi pilar yang sama persis dengan data lapangan 
yang didapatkan bahwa model pengembangan smart village, yaitu: 
masyarakat yang cerdas, tata keola desa yang bagus, ekonomi yang cerdas 
dan lingkungan yang cerdas. 4 pilar tersebut mampu membantu dan saling 
melengkapi satu dengan yang lain hal. Jika salah satu pilar utama tersebut 
tidak dapat dilaksanakan maka sebuah desa tersebut tidak akan dapat 






2. Faktor pendorong dan penghambat dalam strategi pemberdayaan 
masyarakat desa melalui konsep smart village dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. 
Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional 
yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap 
masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi 
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 
kemiskinan (Nain & Yusoff, 2003). Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus 
mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial 
secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan 
individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk 
bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara 
material maupun spiritual. Dimana pendapat tersebut didukung oleh (Suryono, 
2010) menambahkan jika pembangunan merupakan upaya yang secara sadar 
ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, sehingga jika terdapat kegiatan atau 
program dari pemerintah untuk masyarakat yang terjadi secara insidentil atau 
sporadis tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Disamping itu, 
pembangunan sangat berkaitan erat dengan Pancasila yang merupakan sebuah 
paradigma bagi pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan harus 
dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, 
yakni di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. 
Pendapat tersebut selaras dengan hasil yang ditemukan di lapangan 
bawasannya sebuah desa haruslah mengalami pembangunan yang dimana hal 






mampu menunjukkan perubahan pembangunan tanpa harus mengabaikan ragam 
kebutuhan dasar dan keinginan secara individu maupun kelompok. Dalam 
menjalankan sebuah perubahan pembangunan sebuah desa haruslah didukung 
dengan material spriritual, karena kedua aspek tersebut dapat menentukan tingakah 
laku masyarakat dan kehidpan masyarakat. Adanya pembangunan disebuah desa 
tidak dapat dijauhkan dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. 
A. Faktor pendorong 
Berikut ini merupakan beberapa faktor pendorong yang didasarakan 
dengan teori yang dijabarkan oleh (Huraerah, 2008), terdapat beberapa faktor yang 
dapat menunjang keberhasilan pembangunan, antara lain: 
a. Adanya kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosialnya, sehingga 
mampu mengenal masalah mereka sendiri 
b. Keinginan dan ikut sertanya masyarakat dalam mencari alternatif pemecahan 
masalah 
c. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, 
sehingga masyarakat dapat berpatisipasi dalam melaksanakan dan 
memonitoring program kegiatan sosial 
d. Penyebaran metode swadaya berswadaya 
e. Adanya bimbingan dan bantuan dari Pemerintah, dimana pemerintah 
memegang peranan penting dalam penggunaan prosedur berdasarkan 
perundang-undangan yang ada, penetapan standar pelayanan, bimbingan dan 
pengarahan teknis, serta bantuan maupun subsidi. 
Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh huraerah dalam 






dapat diwujudkan dengan baik adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia, 
lingkungan hidup dan perekonomian desa. Berdasarkan hasil yang didapatkan 
dilapangan faktor pendukung dalam mewujudkan smart village adalah sumberdaya 
manusia yang tinggi, SDM sangat berpengaruh untuk dapat mewujudkan smart 
village data yang didapatkan menunjukkan dengan partisipasi yang tinggi dari 
masyarakat maka masyarakat mampu untuk membantu memecahkan masalah yang 
terjadi didesa, berpartisipasi dalam segala kegiatan ynag ada didesa, hal tersebut 
sangat membantu untuk dapat mewujudkan smart village. 
B. Faktor Penghambat 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Herdiana, 2019) bahwa 
ada 4 (empat) dimensi yang dibutuhkan dalam penerapan Smart Village, 
diantaranya : 
a. Sumber daya yang mencangkup manusia, lahan, air, dan energy 
b. Institusi yang mencagkup pemerintah desa, kelompok sukarela, LSM, dan 
laboratorium penelitian 
c. Teknologi yang mencangkup biaya terjangkau, mudah diakses, efisien, dan 
perawatan mudah 
d. Keberlanjutan yang mencangkup ramah lingkungan, layak guna, jangka 
panjang dan pendekatan desentralisasi. 
 
Adapaun hasil lapangan yang didapatkan bahwa keempat dimensi tersebut 
masih mengalami hambatan, bawasannya aspek pertama sumber daya manusia 
masih memiliki peringkat pertama dalam berjalannya konsep smart village. dalam 
menerapkan konsep smart village diharapkan bahwa potensi yang ada di suatu 
wilayah desa dapat digali dengan sedemikian rupa untuk dapat menjalankan konsep 
smart village dengan baik. Namun fakta menyatakan bahwa sebesar potensi yang 
dimiliki suatu desa tidak dapat dikembangkan jika sumber daya manusianya masih 






dapat diimplementasikan dengan baik, karena pada dasarnya kunci dari adanya 
keberhasilan sebuah konsep pembangunan terletak dari adanya sumber daya 
manusia yang tinggi. Hasil dilapangan selaras dengan teori yang ditemukan oleh  
(Herdiana, 2019) yang isinya menyatakan bahwa masih banyak faktor yang 
memperngaruhi terhambatnya pelaksanaan konsep smart village yaitu sumber daya 
yang rendah dimana dibuktikan dengan  
a) Banyaknya jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum 
b) Banyaknya tindakan perusakan fasilitas umum  
c) Angka kriminalitas yang tinggi  
d) Banyaknya insiden social 
e) Partisipasi massyarakat yang rendah  
Faktor-faktor tersebutlah yang membuat pelaksanaan konsep smart 





















Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai strategi 
pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep smart village dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep Smart Village 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Jombang 
Sebagai langkah upaya untuk pengurangan kemiskinan, mendorong 
pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain 
dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran (Nawacita ke-3). Strategi 
yang digunakan untuk pemberdayaan desa melalui konsep smart village adalah 
melaksanakan 4 bentuk konsep smart village secara maksimal, 4 bentuk tersebut 
adalah: 
1. Smart People (Masyarakat yang cerdas) 
2. Smart Governance (Tata Kelola Desa yang cerdas) 
3. Smart Economy (Ekonomi yang cerdas) 
4. Smart Environment/Living (Lingkungan yang cerdas) 
Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan meningkatkan 
perhatiannya pada pembangunan desa, sehingga berbagai upaya untuk membangun 
desa telah dikembangkan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa 






Konsep awal pengembangan smart village adalah untuk mampu 
mengedepankan kemampuan masyarakatnya yang mampu merubah potensi 
menjadi aksi kreatif yang nyata dan juga dapat menciptakan tata kelola desa yang 
baik, seperti ketika penyelenggaraan pemerintahan dibantu dengan teknologi, 
membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan dan membebaskan faktor 
kepentingan. 
Strategi dalam menjalankan konsep smart village juga dapat dilakukan 
dengan menerapkan strategi membangun desa dalam kerangka optimalisasi 
melalui: (i) perubahan paradigma pihak yang berkepentingan; (ii) penguatan basis 
komunitas; (iii) proteksi komunitas; (iv) penguatan sumber daya manusia; dan (v) 
penguatan modal sosial. Dari studi pustaka mengenai pendekatan smart village 
yang ada di dunia dan juga dengan melihat indikator yang digunakan untuk 
menghitung masyarakat berkelanjutan, terlihat bahwa masing-masing pendekatan 
memiliki kekuatannya masing-masing. 
Selain itu, secara konkrit dan konstruktif berdasarkan hasil penelitian 
terdapat beberapa aspek dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui 
konsep smart village di Kabupaten Jombang, diantaranya bentuk, tahapan, dan 
model pengembangan. Pertama adalah bentuk kegiatan dalam konsep smart 
village. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bappeda yang berkoordinasi 
dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan terhadap 4 
(empat) indicator smart village yaitu memperbaiki sistem pemerintahan (smart 
governance), memberdayakan UMKM dan BUMDES (smart economy), 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat (smart living), dan mencerdaskan 






konsep inovatif yaitu diawali dari perencanaan yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA hingga implementasi yang 
dikoordinatori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang. 
Ketiga adalah model pengembangan konsep smart village di Kabupaten Jombang 
berpedoman pada 4 (empat) pilar yaitu masyarakat yang cerdas, tata keola desa 
yang bagus, ekonomi yang cerdas dan lingkungan yang cerdas. 
b. Faktor pendorong dan penghambat dalam strategi pemberdayaan 
masyarakat desa melalui konsep Smart Village dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang 
Faktor pendorong dalam melaksanakan konsep smart village adalah upaya 
untuk mensejahterakan masyarakat dengan konsep smart city, dimana hal tersebut 
mengarah pada kebijakan untuk diimplementasikan dengan meningkatkan 
perhatiannya pada pembangunan desa. Berbagai upaya untuk membangun desa 
telah dikembangkan melalui beberapa model kegiatan yang dimana salah satunya 
melalui konsep Desa Cerdas (Smart Village) sedangkan faktor penghambat dalam 
strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep smart village adalah 
sumber daya manusia yang rendah dimana dapat dilihat dari tingkat pendidikan 
yang rendah baik dari masyarakatnya atau aparatur pemerintah desanya, selain hal 
tersebut faktor penghambat lainnya adalah sistim ekonomi yang rendah yang 
dimana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran. 
5.2. Saran 
Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah sebagai berikut: 
1. Secara konstruktif konsep pemberdayaan ini masih terbentur dengan 






memahami konsep smart village. Dimulai dari aparatur desa hingga 
pengelola BUMDES dan UMKM nya. Oleh sebab itu, secara aplikatif 
peneliti menyarankan untuk memasive kan sosialisasi yang diinisiasi 
oleh BAPPEDA Kabupaten Jombang pada kegiatan musyawarah 
seperti MUSRENBANGDES 
2. Setelah diketahui adanya faktor pendorong seperti smart governance, 
good relationship, teknologi yang mendukung, mampu menjadi 
landasan untuk mengembangkan konsep smart village di Kabupaten 
Jombang. Aplikasi terbaik untuk merealisasikan cara tersebut adalah 
dengan memberdayakan IT Support di Desa, tentunya hal ini harus 
didukung dengan sarana prasarana yang memadai. 
3. Pelaksanaan konsep smart village diharapkan mampu memberikan 
bukti nyata untuk dapat memberdayakan masyarakat desa dalam rangka 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang 
yang diharapkan konsep smart village dapat di terapkan di seluruh desa 
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Proses wawancara dengan anggota Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 
Kabupaten Jombang, pengambilan data diambil secara langsung dari lapangan. 
 
 
Foto bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 
seteleah proses wawancara 










Foto bersama anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 
Kabid Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang di Kabupaten Jombang. 
Sumber : Data Primer (Hasil Observasi Peneliti) 
 
 
Foto bersama anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kabid 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia seteleah proses wawancara 









Pengambilan data secara daring dengan konsultan Smart Village Jawa Timur 




















DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
1. Bagaimana tanggapan bapak dengan tentang adanya konsep Smart Village? 
2. Sejauh mana Smart Village berdampak pada ekonomi desa dan kemandirian 
desa 
3. Apakah di Kabubaten Jombang Smart Village sudah di implementasikan 
atau masih berupa kajian?                                                                                                                                                                                                 
4. Menurut bapak apakah Kabupaten Jombang sudah siap jika 
mengembangkan Smart Village tersebut? 
5. Indikator Smart Village ada 4, di antaranya Smart People (Masyarakat yang 
cerdas), Smart Governance (Tata Kelola Desa yang cerdas), Smart 
Economy (Ekonomi yang cerdas), Smart Environment/Living (Lingkungan 
yang cerdas). Di antara 4 indikator tersebut, menurut bapak apakah jombang 
sudah mempunyai ke empat indikator tersebut? 
 
B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Kabit Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang  
1. Bagaimana tanggapan bapak dengan tentang adanya konsep Smart Village? 
2. Sejauh mana Smart Village berdampak pada ekonomi desa dan kemandirian 
desa 
3. Apakah di Kabubaten Jombang Smart Village sudah di implementasikan 
atau masih berupa kajian?                                                                                                                                                                                                 
4. Menurut bapak apakah Kabupaten Jombang sudah siap jika 
mengembangkan Smart Village tersebut? 
5. Indikator Smart Village ada 4, di antaranya Smart People (Masyarakat yang 
cerdas), Smart Governance (Tata Kelola Desa yang cerdas), Smart 
Economy (Ekonomi yang cerdas), Smart Environment/Living (Lingkungan 
yang cerdas). Di antara 4 indikator tersebut, menurut bapak apakah jombang 






C. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
1. Bagaimana tanggapan bapak dengan tentang adanya konsep Smart Village? 
2. Sejauh mana Smart Village berdampak pada ekonomi desa dan kemandirian 
desa 
3. Apakah di Kabubaten Jombang Smart Village sudah di implementasikan 
atau masih berupa kajian?                                                                                                                                                                                                 
4. Menurut bapak apakah Kabupaten Jombang sudah siap jika 
mengembangkan Smart Village tersebut? 
5. Indikator Smart Village ada 4, di antaranya Smart People (Masyarakat yang 
cerdas), Smart Governance (Tata Kelola Desa yang cerdas), Smart 
Economy (Ekonomi yang cerdas), Smart Environment/Living (Lingkungan 
yang cerdas). Di antara 4 indikator tersebut, menurut bapak apakah jombang 
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